
TERVERIFIKASI
DEWAN PERS

bantenpos@gmail.comwww.banpos.co BANTEN POSbanten_posbanpos channel

HARGA ECERAN
Rp 4.000

KAMIS, 29 OKTOBER 2026

Kasat Bungkam Soal Rencana
Sidak Kos-kosan Per Jam
07

Raih Emas di Asian
Para Games
08

Diduga Bocor, Razia PKL Pasar
Badak Sepi Pedagang
03

BACA VOX POPULI HAL - 9

EKS DIREKTUR HOTEL
DITUNTUT RINGAN
04

DI sudut pinggir kota, sang kakek
maestro terlihat berjalan menyu-
suri trotoar, nampak ia seperti ke-
lelahan. Lalu ia duduk termenung
di sebuah sudut tembok kota, sua-
sana masih dilanda kemarau
panjang.

Tak sengaja aku melihatnya, dan
ku coba mendekat untuk mena-
warkan minum. Sedikit ia menoleh
dan menatapku, lalu mengernyit-
kan dahi dan tersenyum meng-
angguk.

Bangsa
Ditengah

Circle
Kolaps

PEMUDA DITUNTUT BERAKSI NYATA

WARTAWAN BANTEN POS

Haidar Ch Widodo

BACA SANTRI HAL - 9

Oleh: Aceng Murtado

KEJUARAAN Pencak Silat Santri Cham-
pionship 2026 menjadi panggung bagi
atlet-atlet muda di Provinsi Banten
untuk menunjukkan kemampuan dan
bakatnya di bidang bela diri.

ISTIMEWA/BANTEN POS

Santri Championship
2026 Jadi Panggung
Atlet Muda Banten

Kejuaraan yang digelar di Pondok
Modern Darel Azhar, Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak, ini diikuti ribuan
peserta dari jenjang sekolah dasar
(SD) hingga sekolah lanjutan tingkat
atas (SLTA).

BEM se-Banten Tagih Janji Kesejahteraan

BACA BPJS WAJIB HAL - 9

Vox Populi
SERANG, BANPOS – Hari Peringatan
Sumpah Pemuda yang juga mempe-
ringati Dua tahun pemerintahan Pre-
siden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka
menjadi momentum bagi mahasiswa
untuk menagih janji kesejahteraan
yang disampaikan sejak masa kam-
panye. Bagi Badan Eksekutif Mahasis-
wa (BEM) Banten Bersatu, keberhasilan
pemerintah tidak cukup diukur dari be-
sarnya anggaran dan banyaknya pro-
gram, tetapi harus terlihat dari peru-
bahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Presiden Mahasiswa Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta),

SERANG, BANPOS – Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Banten mela-
lui Dinas Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (Disnakertrans) menyata-
kan akan menelusuri penyebab
perpindahan perusahaan manu-
faktur alas kaki tersebut. Semen-
tara itu, Polda Banten mengimbau
pelaku usaha yang mengalami
gangguan, intimidasi, atau dugaan
pungutan liar (pungli) agar segera
melapor kepada kepolisian.

DISNAKERTRANS
BANTEN TELUSURI
HENGKANGNYA
PWI 6

PENGUSAHA JANGAN
RAGU LAPOR POLISI

SERANG, BANPOS – Provinsi Banten
masih berada dalam kategori waspada
korupsi meski indeks persepsi korupsi
mengalami kenaikan dibandingkan
tahun sebelumnya. Diketahui, capaian
hasil SPI atau Survei Penilaian Inte-
gritas (SPI) pada tahun 2025, Provinsi
Banten meraih skor 73,22 dan hasil
Monitoring Controlling Surveillance
Prevention (MCSP) meraih skor 89.
Angka tersebut mengalami peningka-
tan jila dibandingkan dengan capaian
tahun 2024 dengan skor 71,21.

Kendati demikian, kondisi tersebut
masih menjadi perhatian Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) yang men-
dorong pemerintah daerah memper-
baiki sejumlah aspek tata kelola peme-
rintahan. Perbaikan  meliputi pelayan-

an publik hingga manajemen sumber
daya manusia.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK
Eli Kusumaastuti mengatakan, kenaikan
poin pada indeks persepsi korupsi
belum cukup untuk membuat Banten
keluar dari kategori waspada. Karena itu,
masih ada sejumlah area yang perlu
mendapat perhatian dan perbaikan.

”Kalau indeks persepsinya di Banten
kan memang masih waspada walaupun
sudah naik poin daripada tahun sebe-
lumnya. Kalau masih waspada berarti
masih ada beberapa area yang memang
harus kita perbaiki lagi,” kata Eli saat
ditemui usai agenda pendidikan, su-
pervisi, dan pencegahan korupsi bersa-
ma Pemerintah Provinsi (Pemprov)
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SUMPAH PEMUDA DI BANTEN

BACA PEMUDA HAL - 9

SERANG, BANPOS – Peringatan Hari
Sumpah Pemuda ke-98 di Provinsi Ban-
ten, Rabu (28/10), menjadi momentum
untuk mendorong generasi muda me-
ngambil peran nyata dalam pemba-

ngunan daerah. Semangat patriotisme,
kegigihan, dan empati dinilai perlu di-
wujudkan melalui kontribusi langsung
dalam menjawab persoalan masya-
rakat.

Seruan tersebut mengemuka dalam
sejumlah kegiatan peringatan Sumpah
Pemuda di Banten, mulai dari upacara
di Polda Banten, Pemerintah Kabupaten
Pandeglang, hingga Pemerintah Kota

Cilegon. Di sisi lain, Himpunan Maha-
siswa Islam Majelis Penyelamat Orga-
nisasi (HMI MPO) Badan Koordinasi
(BADKO) Banten mendesak pemerintah

AKSI REFLEKSI SUMPAH PEMUDA

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat  Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (28/10).
Aksi tersebut merupakan bagian dari refleksi peringatan Hari Sumpah Pemuda.

BACA BEM HAL - 9
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mahasiswa, senat mahasiswa,
maupun organisasi
kemahasiswaan ekstra kampus,
mahasiswa belajar mengelola
perbedaan, menyusun program,
membangun dukungan, dan
memilih pemimpin. Mereka juga
belajar bahwa kekuasaan tidak
selalu diperoleh melalui
argumentasi terbaik. Ada lobi,
negosiasi, konsolidasi, dan
perhitungan dukungan. Semua
itu tidak dengan sendirinya
buruk, sebab organisasi memang
membutuhkan strategi. Persoalan
muncul ketika strategi tidak lagi
digunakan untuk memenangkan
gagasan, tetapi untuk
memenangkan jabatan dengan
cara apa pun. Pada titik itu,
organisasi yang semestinya
menjadi laboratorium demokrasi
justru berpotensi menjadi tempat
latihan pertama bagi penyim-
pangan demokrasi.

Bayangkan seorang aktivis
mahasiswa yang berapi-api
menggugat politik uang dalam
pemilu. Baginya, membeli suara
merupakan penghinaan terhadap
akal sehat pemilih dan perusakan
terhadap kedaulatan rakyat.
Namun, ketika tiba giliran dirinya
mencalonkan diri sebagai ketua
organisasi, ia mulai
menggunakan cara-cara yang
menyerupai praktik yang dahulu
dikecamnya. Ia membiayai
kegiatan kelompok pendukung,
memberikan fasilitas kepada
calon pemilih, atau menjanjikan
posisi tertentu demi mengaman-
kan kemenangan. Tentu, tidak
setiap traktiran merupakan
politik uang, dan tidak setiap
pembiayaan kegiatan adalah
transaksi suara. Namun, ketika
pemberian sengaja dipertukarkan
dengan dukungan, persoalan
etikanya tidak dapat diselesaikan
hanya dengan mengganti nama
praktik tersebut.

Di sinilah ironi itu bermula.
Ketika lawan melakukan hal
serupa, ia menyebutnya
kecurangan. Ketika kelompoknya
sendiri melakukannya, ia
menyebutnya strategi
pemenangan. Ketika pihak lain
membangun dukungan melalui
transaksi, ia berbicara tentang
rusaknya demokrasi. Ketika
dirinya melakukan hal yang
sama, ia berbicara tentang
dinamika organisasi. Seolah-olah
tindakan yang sama memiliki
nilai moral berbeda hanya karena
pelakunya berganti. Barangkali,
dalam kamus politik yang sedang
berkembang itu, kecurangan
adalah tindakan lawan yang
berhasil, sedangkan strategi
adalah kecurangan sendiri yang

membuahkan kemenangan.
Fenomena tersebut membawa

kita kepada pertanyaan yang
lebih mendasar: jangan-jangan,
bagi sebagian orang, kebenaran
itu tergantung pada posisi tempat
mereka berdiri ketika
memberikan penilaian. Ketika
berada di luar kekuasaan, mereka
menuntut agar kekuasaan tunduk
kepada kebenaran. Namun,
ketika sudah berada di dalamnya,
mereka mulai berharap agar
kebenaran memahami
kepentingan kekuasaan. Prinsip
yang dahulu berdiri tegak
perlahan-lahan menjadi lentur,
bukan karena ditemukan
argumen baru yang lebih kuat,
melainkan karena kepentingan
telah berpindah tempat. Yang
berubah bukan selalu
pemahamannya, melainkan
ukuran yang digunakannya untuk
membenarkan tindakan sendiri.

Dalam filsafat, kita perlu
membedakan kebenaran dari
penilaian manusia terhadap
kebenaran. Manusia memahami
kenyataan melalui pengalaman,
pengetahuan, dan sudut pandang
yang terbatas. Karena itu,
pendapat seseorang dapat
berubah ketika ia memperoleh
informasi baru atau menyadari
kekeliruan sebelumnya.
Perubahan semacam ini justru
merupakan bagian dari
kedewasaan berpikir. Kita tidak
perlu mencurigai setiap orang
yang mengubah pendirian, sebab
bertahan pada pendapat yang
keliru bukanlah bukti integritas.
Sebaliknya, keberanian
mengoreksi diri dapat menjadi
tanda kejujuran intelektual.

Namun, ada perbedaan antara
mengubah pendapat karena
menemukan alasan yang lebih
kuat dan mengubah standar
moral karena posisi baru
menawarkan keuntungan yang
lebih besar. Seseorang mungkin
dahulu menolak nepotisme
karena menganggapnya merusak
keadilan. Setelah memiliki
jabatan, ia justru menggunakan
pengaruhnya untuk memberikan
keistimewaan kepada kerabat
yang tidak melalui proses yang
semestinya. Ketika dikritik, ia
menjawab bahwa orang dekat
lebih mudah dipercaya. Padahal,
kepercayaan personal tidak
otomatis membenarkan
perlakuan istimewa yang
merugikan kesempatan orang
lain. Kita boleh mempercayai
orang dekat, tetapi jabatan publik
dan kesempatan organisasi
bukan warisan keluarga yang bisa
dibagikan saat makan malam.

Prinsip yang sama berlaku

OLEH:

Ocit Abdurrosyid Siddiq

Alumnus Prodi Aqidah dan
Filsafat IAIN SGD Bandung

Mahasiswa Program Magister
Prodi Studi Islam Interdisipliner

UIN SMHB Serang

Inspirasi dan Semangat Baru Banten
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Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA
Karim Paputungan

KOMISARIS
Maria Hanief

DIREKTUR
Rumi Nugraha dan M. Fahmi TARIF IKLAN

Hitam Putih (BW) : Rp. 47.000/mm kolom

Warna (FC) : Rp. 69.000/mm kolom

Hitam Putih Hal. 1 : Rp. 91.000/mm kolom

Warna Hal. 1 : Rp. 134.000/mm kolom

ADVERTORIAL

Hitam Putih (BW) : Rp. 47.000/mm kolom

Warna (FC) : Rp. 69.000/mm kolom

SOSIAL/KELUARGA

Hitam Putih (BW) : Rp. 30.500/mm kolom

Warna (FC) : Rp. 54.500/mm kolom
PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

T A R I F  I K L A N

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5

Jalan Kebayoran Lama No.12,

Jakarta Selatan

Telp/Fax: 021 - 53699624

PT BANTEN BERITA MERDEKA
Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan

Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285

No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001
BCA -2454 061 704

(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:
WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

BANTEN POS

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2

Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

IKLAN CILIK/BARIS

Rp. 23.000/baris

- Minimal 3 baris

- Maksimum 7 baris

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

SETIAP kali Sumpah Pemuda
diperingati, kita kembali men-
dengar pidato tentang idealisme,
keberanian, persatuan, dan
tanggung jawab generasi muda.
Kata-kata itu terdengar gagah,
terutama ketika diucapkan
dengan pengeras suara dan
disambut tepuk tangan. Namun,
ada satu pertanyaan yang jarang
kita ajukan dengan sungguh-
sungguh: ke mana perginya
idealisme ketika mereka yang
dahulu berteriak tentang
kebenaran akhirnya memperoleh
kesempatan untuk berkuasa?
Apakah idealisme ikut tumbuh
dewasa, atau justru pensiun dini
setelah pemiliknya mendapatkan
pekerjaan, jabatan, dan sedikit
fasilitas yang dahulu
dicurigainya?

Pada masa mahasiswa,
sebagian orang tampil sebagai
pengkritik yang berani. Mereka
mengecam korupsi, nepotisme,
politik uang, dan berbagai praktik
curang dalam perebutan
kekuasaan. Di ruang diskusi,
mereka fasih menjelaskan
demokrasi dan keadilan. Di
halaman kampus, mereka lantang
menyuarakan perubahan. Mereka
meyakini bahwa jabatan
seharusnya diperoleh melalui
kompetisi yang sehat, bukan
melalui transaksi, kedekatan,
atau kemampuan membagi-
bagikan keuntungan. Ketika
melihat ketidakadilan, mereka
merasa berkewajiban untuk
menggugatnya. Setidaknya,
begitulah mereka mengenali diri
sendiri: sebagai generasi yang
hendak memperbaiki keadaan.

Kampus memang dapat
menjadi sekolah demokrasi.
Melalui badan eksekutif

RUANG PUBLIK

dalam politik uang dan perebutan
jabatan. Jika membeli suara
dianggap merusak demokrasi
ketika dilakukan oleh lawan,
tindakan itu tidak otomatis
menjadi bermoral ketika
dilakukan oleh kawan. Jika
nepotisme dianggap mencederai
keadilan ketika menguntungkan
orang lain, ia tidak serta-merta
menjadi benar ketika
memberikan manfaat kepada
keluarga sendiri. Perbedaan
konteks memang perlu diperiksa,
tetapi tidak boleh digunakan
sebagai alasan otomatis untuk
menghapus pertimbangan etis.
Kita perlu bertanya apakah
tindakan tersebut sungguh
berbeda secara mendasar atau
hanya berbeda pelaku dan
penerima keuntungannya. Di
sinilah konsistensi moral
menemukan ukuran yang
sesungguhnya.

Mungkin persoalannya bukan
bahwa orang tidak mengetahui
mana yang benar dan salah.
Sebagian justru sangat pandai
menjelaskan perbedaan
keduanya, terutama ketika
sedang mengkritik orang lain.
Persoalannya adalah
kemampuan menerapkan ukuran
yang sama kepada diri sendiri.
Kita mudah menjadi hakim yang
tegas ketika orang lain duduk di
kursi terdakwa, tetapi mendadak
menjadi ahli pembelaan ketika
diri sendiri mulai diperiksa. Kata-
kata yang dahulu digunakan
untuk mengadili orang lain kini
dipilih kembali, disusun ulang,
lalu dipakai untuk membebaskan
diri. Hebatnya, dalam
persidangan batin semacam ini,
terdakwa sering kali sekaligus
menjadi hakim, jaksa, pengacara,
dan saksi yang paling dipercaya.

Kita tentu tidak perlu menuduh
semua kompromi sebagai
pengkhianatan. Kehidupan
dewasa memang lebih rumit
daripada perdebatan di ruang
kuliah. Seseorang harus bekerja,
memenuhi kebutuhan keluarga,
menjaga hubungan sosial, dan
menghadapi kenyataan bahwa
perubahan tidak selalu dapat
dilakukan sekaligus. Idealisme
yang matang perlu mengenali
keterbatasan, memilih strategi,
dan bersedia bernegosiasi. Akan
tetapi, pragmatisme berbeda dari
oportunisme. Pragmatisme
menyesuaikan cara agar tujuan
dapat dicapai dalam kenyataan,
sedangkan oportunisme
mengubah prinsip agar
keuntungan tetap berada di
tangan sendiri. Yang pertama
dapat menjadi kecerdasan
bertindak; yang kedua berisiko

menjadi kecerdikan mencari
pembenaran.

Di sinilah ujian terbesar
idealisme dimulai. Ketika masih
menjadi mahasiswa, seseorang
mungkin belum memiliki jabatan,
akses, atau kepentingan besar
yang harus dipertahankan.
Menolak kecurangan relatif
mudah ketika kita tidak memiliki
kesempatan untuk memperoleh
keuntungan darinya. Keadaan
berubah ketika kita mulai
memiliki sesuatu yang dapat
hilang: jabatan, pengaruh,
dukungan kelompok, atau
peluang karier. Pada saat itulah
prinsip benar-benar diuji.
Idealisme tidak hanya
membutuhkan keberanian untuk
menentang kesalahan orang lain,
tetapi juga kesediaan menolak
kesalahan sendiri, bahkan ketika
penolakan itu membuat kita
kehilangan kemenangan.

Pengalaman organisasi
mahasiswa juga penting karena di
sanalah kebiasaan politik dapat
mulai terbentuk. Jika seseorang
terbiasa menganggap pembelian
dukungan sebagai sesuatu yang
wajar, ia mungkin membawa
pembenaran serupa ke
lingkungan yang lebih luas. Tentu,
pengalaman masa muda tidak
menentukan seluruh perjalanan
hidup seseorang. Banyak orang
mampu belajar, mengakui
kesalahan, dan memperbaiki
perilakunya. Namun, kebiasaan
membenarkan cara yang keliru
dapat meninggalkan jejak. Jika
sejak mahasiswa seseorang
menganggap kemenangan lebih
penting daripada integritas,
bukan tidak mungkin ketika
dewasa ia hanya memperbesar
skala praktiknya, memperluas
jaringan pendukungnya, dan
memperhalus istilah yang
digunakannya.

Karena itu, peringatan Sumpah
Pemuda seharusnya tidak
berhenti pada romantisme
tentang keberanian generasi
muda masa lalu atau kebanggaan
terhadap generasi masa kini.
Sumpah adalah ikrar yang
mengandung tanggung jawab. Ia
bukan sekadar rangkaian kalimat
yang dibacakan dalam upacara,
kemudian dilupakan setelah
peserta kembali ke kesibukannya.
Semangat Sumpah Pemuda
mengingatkan kita akan
kemampuan melampaui
kepentingan kelompok demi cita-
cita bersama. Dalam kehidupan
sekarang, semangat itu dapat
diterjemahkan sebagai kesediaan
menempatkan keadilan di atas
keuntungan sesaat, termasuk
ketika kita memiliki kesempatan

Kapolda Beri Penghargaan Lima
Personel Misi Perdamaian PBB

SERANG, BANPOS - Kapolda
Banten Irjen Pol Hendra Kurnia-
wan memberikan piagam peng-
hargaan kepada lima personel
Polda Banten atas dedikasi dan
pengabdian luar biasa mereka
dalam menyelesaikan misi
perdamaian Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) di Afrika Tengah.
“Pemberian penghargaan
tersebut dilakukan sebagai
bentuk apresiasi tertinggi atas
keberhasilan para personel dalam
membawa serta menjaga nama
baik institusi Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) di kancah
internasional,” kata Kapolda
Banten Irjen Pol Hendra Kurnia-
wan, di Serang, Rabu (28/10).

Kelima personel tersebut dike-
tahui tergabung dalam Satuan
Tugas (Satgas) Formed Police Unit
(FPU) 7 United Nations Multidi-
mensional Integrated Stabilization

Ketika Kebenaran Berubah Mengikuti Posisi

Mission in the Central African
Republic (Minusca) yang bertugas
menjaga stabilitas keamanan dan
perdamaian di wilayah konflik
Afrika Tengah.

Adapun kelima jajaran Polda
Banten yang berprestasi tersebut
yakni AKP Hotma P.A. Manurung,
Ipda Anang Yunianto, Brigadir
Aga Insanul Hakim, Briptu Hafidz
Lutfiyandha, serta Bharatu
Mohamad Faiz R.

Kapolda menyampaikan
apresiasi mendalam dan rasa
bangga nya atas kedisiplinan serta
integritas tinggi yang ditunjukkan
oleh para personel selama

menjalankan tugas kemanusiaan
skala dunia tersebut. “Saya
ucapkan selamat kepada seluruh
anggota yang telah membawa
nama baik Polri, khususnya Polda
Banten. Bagi rekan-rekan yang
telah bertugas sebagai pasukan
perdamaian PBB di Afrika Tengah,
pengalaman berharga ini
hendaknya menjadi inspirasi bagi
anggota lainnya untuk terus
meningkatkan profesionalisme
dan wawasan,” kata Hendra.

Ia menjelaskan bahwa tugas di
daerah misi internasional
membutuhkan ketahanan fisik,
mental, serta keterampilan taktis

untuk mengkhianatinya tanpa
segera diketahui orang lain.

Istiqamah, dalam konteks ini,
bukan berarti manusia dilarang
mengubah pikiran. Kita harus
terbuka terhadap pengetahuan
baru, berani mengakui
kesalahan, dan bersedia
memperbaiki pendirian. Namun,
keajegan prinsip moral menuntut
agar kita tidak mengubah ukuran
benar dan salah semata-mata
karena kedudukan berubah. Jika
dahulu kita menolak politik uang
karena merusak kebebasan
memilih, kita perlu
mempertahankan penolakan itu
ketika menjadi kandidat. Jika
dahulu kita menentang
nepotisme karena mencederai
keadilan, kita harus tetap
menolaknya ketika kerabat
sendiri berpeluang mendapatkan
keuntungan. Istiqamah bukan
membekukan pikiran, melainkan
menjaga agar kepentingan tidak
diam-diam menyamar sebagai
kebenaran.

Mungkin kita memang tidak
membutuhkan generasi yang
tidak pernah berubah pikiran.
Kita membutuhkan generasi yang
mampu berubah tanpa
kehilangan integritas, menjadi
dewasa tanpa menganggap
prinsip sebagai beban, dan
memperoleh kekuasaan tanpa
menjadikannya ukuran kebe-
naran. Kita membutuhkan orang-
orang yang tidak hanya berani
menggugat ketidakadilan ketika
menjadi korban, tetapi juga
berani menghentikannya ketika
menjadi pihak yang diuntungkan.
Ukuran integritas bukan terletak
pada seberapa keras seseorang
mengecam kecurangan lawan,
melainkan pada kesediaannya
menolak kecurangan sendiri,
bahkan ketika penolakan itu
membuatnya kalah.

Jangan-jangan, persoalan
terbesar kita bukan kekurangan
orang yang pandai berbicara
tentang kebenaran, melainkan
kekurangan orang yang bersedia
hidup berdasarkan kebenaran
yang diucapkannya. Kita bisa
meninggalkan kampus, meng-
ganti jaket demonstrasi dengan
seragam kerja, dan beralih dari
mimbar perlawanan ke meja
perundingan. Semua itu bagian
dari perjalanan hidup. Namun,
jangan sampai idealisme ikut
tertinggal di lemari, terselip di
antara ijazah dan foto-foto
demonstrasi, lalu hanya
dikeluarkan setiap tanggal 28
Oktober untuk keperluan
seremoni. Jangan sampai kita
menghabiskan masa muda untuk
memperjuangkan kebenaran,
kemudian menghabiskan masa
dewasa untuk mencari alasan
mengapa kebenaran itu tidak lagi
berlaku bagi diri kita sendiri.
Wallahualam.*

Malingping, 28 Oktober 2026

yang mumpuni. Oleh karena itu,
pengalaman berharga yang
diperoleh para personel selama
bertugas di Afrika Tengah
diharapkan dapat ditularkan
kepada jajaran lainnya di Polda
Banten.

“Pengalaman dan pengabdian
rekan-rekan selama menjalankan
misi perdamaian PBB dapat
menjadi motivasi bagi seluruh
personel Polda Banten untuk
terus mengembangkan
kemampuan, meningkatkan
profesionalisme, serta
memberikan pengabdian terbaik
kepada masyarakat, bangsa, dan
negara,” tuturnya.(ANT/PAY)

Dulu Memaki, Kini Melakoni

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra
Kurniawan memberikan piagam
penghargaan kepada lima personel
Polda Banten di Serang, Rabu (28/10).

ANTARA/HO-POLDA BANTEN
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NOKA: MH1JM8124124PK317277,
NOSIN: JM81E2317432, WARNA
TNKB: PUTIH ATAS NAMA:  PELAPOR,
Diketahui Hilang pada Tanggal 13 Oktober
2026 Pukul 23.00WIB Di Jl. Perumahan
Waringinkurung, Waringinkurung,
Kabupaten Serang Banten

Kehilangan 1 (satu) buku BPKB
kendaraan R4 merk Toyota Type Camry
3,5 Q AT, Plat Nomor B 25 JOY. Nomor
rangka : MR053KK40A9002293
Nomor Mesin : 2GR0750023 atas
nama TAN IE CIAW nomor BPKB :

H05465816

Kehilangan di kantor PT. BAJA
PERKASA SENTOSA yang beralamat di
Jl. Lanud Gorda KM 1, No. 9, Cikande,
Kampung Maja, Kec. Kibin, Kabupaten
Serang, Banten 42185

Atas nama pemilik BPKB TAN IE CIAW
yang beralamat di jln pluit sakti 4/34
RT.005 RW.007 Kel. Pluit kec.
Penjaringan Kota. Jakarta utara Prov.
DKI Jakarta
HP 081399356786

Kehilangan: BPKB Dan STNK Mobil
Suzuki Futura B 9352 CUB NOSIN :
G15AID942107 NOKA :
MHYESL415EJ305618 Hub :
085697455893

TELAH HILANG (1) SATU EKSLEMPAR
SURAT BERHARGA BPKB SEPEDA
MOTOR - BPKB R2 Merk Honda Beat
Warna Putih Biru Tahun 2016 an.
H.SALAMI dengan No. Pol A 6302 CQ
No. Rangka MH1JFP128GK780124 No.
Mesin JFP1E2761401 yang dikeluarkan
oleh sat lantas polresta serang kota

0878 7346 4053

Telah Hilang  map biru yang berisi SHM
a/n Enny Ambarita jl.Andalan raya 7
Berngam binjai,surat ukur No. 185/
berngam/2002,luas 135 M2,AJB a/n
Enny Ambarita dan Bpkb motor a/n Enny
Ambarita

Telah Kehilangan 1 Ekslempar Surat
Berharga BPKB Sepeda Motor - BPKB R2
NOPOL: A-6101-DZ, Tahun Pembuatan:
2023/2024, Warna: Merah Hitam,

TELAH HILANG SURAT TANAH :
Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01447
NIB : 28.04.01.10.02331
Surat Ukur No. 33/PETE / 2008, Luas
60 m2 Desa Pete Kec. Tigaraksa Kab.
Tangerang Prov. Banten, AN. IBRAMSA.

Diduga Bocor,
Razia PKL Pasar

Badak Sepi Pedagang
PANDEGLANG, BANPOS - Pener-
tiban pedagang kaki lima (PKL) di
kawasan Pasar Badak Pandeglang,
Rabu (28/10), diduga bocor sebe-
lum petugas gabungan tiba di lo-
kasi. Saat razia berlangsung, petu-
gas tidak menemukan pedagang
yang berjualan di trotoar maupun
bahu jalan. Sejumlah barang yang
diduga ditinggalkan pedagang jus-
tru ditemukan dalam kondisi telah
dirapikan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum
(Tibum) Satpol PP Pandeglang, Edi
Mulyadi, menduga informasi
penertiban telah diketahui para
pedagang sebelum kegiatan di-
laksanakan. Namun, ia mengaku ti-
dak mengetahui pihak yang diduga
membocorkan informasi tersebut.
“Saya lihat ini kemungkinan ada
yang membocorkan kegiatan ini,
tapi saya tidak tahu siapa yang mem-
bocorkan itu,” kata Edi kepada
wartawan di lokasi penertiban.

Meski tidak menemukan peda-
gang yang berjualan, petugas tetap
mengamankan sejumlah barang di
lokasi. Barang-barang tersebut an-
tara lain meja dan sisa pembongkar-
an lapak. “Beberapa barang tadi
kami amankan seperti meja, terus

bekas-bekas pembongkaran. Kalau
barang dagangannya nggak ada,
karena mungkin mereka sudah tahu
kami bakal ke sini,” ujarnya.

Edi menegaskan, penertiban di-
lakukan untuk menegakkan aturan
yang melarang PKL berjualan di fa-
silitas umum. Ketentuan tersebut
mengacu pada Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 4 Tahun 2008 ten-
tang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan. “Kita

laksanakan sesuai Perda Nomor 4
Tahun 2008, bahwa pedagang kaki
lima itu tidak boleh berjualan di
atas trotoar, bahu jalan, tepi jalan,
dan taman hijau,” tegasnya.

Untuk mencegah pedagang
kembali menempati trotoar dan
bahu jalan, Satpol PP Pandeglang
berencana meningkatkan penga-
wasan melalui patroli rutin di ka-
wasan tersebut. Pengawasan dijad-
walkan mulai Kamis (29/10). Edi

mengatakan, pedagang yang masih
melanggar akan ditindak sesuai ke-
tentuan yang berlaku. Penanganan
selanjutnya dapat dilimpahkan ke-
pada petugas terkait untuk dipro-
ses lebih lanjut. “Mulai besok kami
akan lakukan pengawasan di lokasi
ini. Kalau masih seperti itu saja,
nanti akan saya limpahkan kepada
PPU dan PPNS dan akan ada sanksi
juga sesuai ketentuan yang ber-
laku,” ungkapnya.(DHE/PAY)

PANDEGLANG, BANPOS – Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Ka-
bupaten Pandeglang menyiapkan
agen pajak di tingkat desa untuk
memperluas basis wajib pajak (WP)
sekaligus menekan potensi kebo-
coran penerimaan daerah. Agen
tersebut akan membantu pendata-
an, sosialisasi, dan pelayanan per-
pajakan, terutama bagi masyarakat
di wilayah pelosok.

Kepala Bapenda Pandeglang,
Ramadani, mengatakan agen pajak
berasal dari unsur perangkat desa
dan ditetapkan melalui keputusan
bupati. Mereka akan menjadi per-
panjangan tangan Bapenda untuk
menjangkau potensi pajak yang
belum terdata. “Agen pajak ini akan
menjadi ujung tombak kami, mata
dan telinga Kepala Bapenda. Ma-
kanya, agen pajak ini ditunjuk dan

diangkat melalui keputusan Bupati
Pandeglang,” kata Ramadani ke-
pada wartawan seusai peresmian
gedung pelayanan pajak daerah,
Rabu (28/10).

Meski berstatus sebagai perang-
kat desa, agen pajak memiliki tang-
gung jawab kepada Bapenda da-
lam urusan pengelolaan pajak. Ske-
ma tersebut diharapkan memper-
mudah koordinasi pendataan dan
pengawasan potensi penerimaan
daerah hingga tingkat desa. “Wa-
laupun mereka bekerja di pemerin-
tah desa sebagai perangkat desa,
tanggung jawab urusan pengelola-
an pajak itu langsung kepada Ke-
pala Bapenda,” ujarnya.

Untuk memangkas kendala jarak,
Bapenda juga menyiapkan layanan
administrasi perpajakan berbasis
digital. Warga di wilayah Cibitung,
Cikeusik, Cimanggu, dan Sumur
dapat mengurus dokumen melalui
agen pajak tanpa harus datang
langsung ke pusat Kabupaten Pan-
deglang. “Warga cukup melalui
agen pajak. Dokumen bisa dikirim-
kan melalui WhatsApp, kemudian
kami validasi dan memberikan um-
pan balik,” katanya.

Selain mendata wajib pajak baru,
agen pajak akan membantu mem-
perbarui data potensi pajak daerah,
termasuk yang berkaitan dengan
investasi dan transaksi tanah. Ba-
penda juga menyatakan siap mem-
fasilitasi kebutuhan administrasi
perpajakan bagi investor. “Kalau
ada investor atau pengusaha yang
mau membeli lahan dan melapor
kepada kami, kita akan fasilitasi.
Kami tidak akan mempersulit in-
vestor,” tegas Ramadani.

Ketua Komisi II DPRD Pandeg-
lang, Yangto, berharap program ter-
sebut berdampak terhadap pe-
ningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan mempersempit peluang
kebocoran penerimaan. Ia juga
meminta agar wajib pajak yang se-
lama ini belum terdata dapat di-
jangkau melalui keberadaan agen
di desa. “Kami berharap, ke depan
tidak ada lagi kebocoran pajak dan
pendapatan asli daerah meningkat.
Wajib pajak yang belum terdata
juga bisa dijangkau melalui agen-
agen pajak,” kata Yangto.

Selain menyoroti penerimaan
pajak, Yangto meminta Kantor Per-
tanahan mempercepat sertifikasi
aset milik pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting
untuk memberikan kepastian hu-
kum atas kepemilikan aset seka-
ligus mencegah potensi seng-
keta.(DHE/PAY)

KOTA BADAK

Kapolres Gandeng
Wartawan Jaga Kamtibmas
KAPOLRES Pandeglang AKBP
Sonny Harsono menggandeng in-
san pers untuk menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat (kamtib-
mas). Kolaborasi tersebut dinilai
penting karena kepolisian tidak da-
pat bekerja sendiri dalam menjaga
keamanan di 35 kecamatan di Ka-
bupaten Pandeglang.

Hal itu disampaikan Sonny saat
bersilaturahmi dengan puluhan
wartawan yang tergabung dalam
Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI), Serikat Media Siber Indo-
nesia (SMSI), dan Kelompok Kerja
Wartawan (Porwan) Pandeglang di
Aula Mapolres Pandeglang, Rabu
(28/10). Sonny mengatakan, ke-
giatan tersebut merupakan bagian
dari pelaksanaan program prioritas
Kapolri, yakni Polisi Bersama Ma-
syarakat. Menurut dia, masyarakat
yang dimaksud mencakup berbagai
elemen, termasuk insan pers, ula-
ma, dan mahasiswa. “Maksud dan
tujuan kami mengundang wartawan
karena memang slogan dari Bapak
Kapolri sendiri adalah Polisi Ber-
sama Masyarakat. Dalam arti ma-
syarakat lebih luas, bisa masyara-
kat dalam arti media, wartawan, ke-
mudian polisi bersama para alim
ulama, polisi bersama mahasiswa
dan sebagainya,” kata Sonny.

Ia menegaskan, keterlibatan ber-
bagai elemen masyarakat diperlu-

kan untuk mendukung terciptanya
situasi keamanan yang kondusif.
Kondisi tersebut juga dinilai penting
untuk mendorong masuknya inves-
tasi ke Pandeglang. “Di mana Pan-
deglang, insya Allah, aman, kon-
dusif, dan terjaga keamanannya.
Ketika aman, semua investor akan
hadir ke Pandeglang,” ujarnya.

Sonny mengakui, keterbatasan
personel menjadi salah satu tan-
tangan dalam menjaga keamanan
di wilayah Pandeglang. Dengan
766 personel, Polres Pandeglang
harus menjangkau 35 kecamatan
dan mendukung pengamanan me-
lalui 24 kepolisian sektor (polsek).
“Kami tidak bisa sendirian. Untuk itu-
lah kami menjalankan program
prioritas dari Bapak Kapolri, yakni
Polisi Bersama Masyarakat,”
tegasnya.

Sementara itu, wartawan senior
Pandeglang, Agus Sandjadirdja,
menyambut baik inisiatif silaturahmi
tersebut. Ia menilai, komunikasi an-
tara kepolisian dan insan pers perlu
terus diperkuat untuk mendukung
keterbukaan informasi serta kema-
juan daerah. “Sinergi antara Polres
Pandeglang dan insan pers selama
ini telah terjalin dengan baik. Hu-
bungan baik ini perlu terus diperta-
hankan dan diperkuat guna men-
dukung kemajuan daerah secara
bersama-sama,” katanya.(DHE/PAY)

Tekan Kebocoran, Bapenda Siapkan
Agen Pajak hingga Desa

PANDEGLANG, BANPOS – Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
dan Pemadam Kebakaran (BPBD-
PK) Kabupaten Pandeglang telah
menyalurkan 2.976.000 liter air ber-
sih untuk membantu warga ter-
dampak kekeringan. Bencana ter-
sebut dilaporkan berdampak ter-
hadap sekitar 206.300 jiwa dari
61.002 kepala keluarga (KK) yang
tersebar di 109 desa pada 30
kecamatan.

Bantuan air bersih disalurkan un-
tuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat, terutama warga yang
kesulitan memperoleh air akibat

berkurangnya sumber air selama
musim kemarau.

Sekretaris BPBD-PK Kabupaten
Pandeglang, Nana Mulyana, me-
ngatakan penyaluran air dilakukan
dengan memprioritaskan wilayah
yang mengalami keterbatasan ak-
ses terhadap air bersih. “Penyalur-
an air bersih ini merupakan salah
satu upaya pemerintah daerah da-
lam menangani dampak kekering-
an yang melanda sejumlah wila-
yah. Bantuan didistribusikan ke
daerah-daerah yang membutuh-
kan, dengan memprioritaskan ma-
syarakat yang mengalami keterba-

tasan akses terhadap sumber air
bersih,” kata Nana kepada warta-
wan, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, kekeringan ber-
kepanjangan berpotensi meng-
ganggu pemenuhan kebutuhan air
sehari-hari, mulai dari memasak,
minum, mandi, hingga mencuci.
Karena itu, BPBD-PK terus meman-
tau kondisi wilayah terdampak un-
tuk menyesuaikan penyaluran
bantuan dengan kebutuhan ma-
syarakat. “BPBD-PK Kabupaten
Pandeglang berkomitmen untuk
terus hadir dan memastikan kebu-
tuhan masyarakat terpenuhi sela-

ma masa kekeringan,” ujarnya.
Nana mengimbau masyarakat di

wilayah terdampak agar menggu-
nakan air secara bijak dan meng-
utamakan kebutuhan mendesak.
Warga juga diminta segera mela-
porkan kesulitan memperoleh air
bersih kepada aparat setempat
agar dapat ditindaklanjuti oleh ins-
tansi terkait.

“Warga juga diharapkan segera
melaporkan kepada aparat se-
tempat apabila mengalami kesu-
litan memperoleh air bersih agar da-
pat ditindaklanjuti oleh pihak ter-
kait,” ungkapnya.(DHE/PAY)

Kekeringan Landa 30 Kecamatan, BPBD Salurkan 2,9 Juta Liter Air

BPBD-PK Pandeglang, saat menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan.

Kepala Bapenda Pandeglang, Ramadani foto bersama usai peresmian gedung pelayanan
pajak daerah.

Kapolres Pandeglang, AKBP Sonny Harsono foto bersama wartawan.

Petugas Satpol PP Pandeglang, saat melakukan razia PKL.

DEDE SUHADA/BANTEN POS

DEDE SUHADA/BANTEN POS

DEDE SUHADA/BANTEN POS

ISTIMEWA



LEBAK JUMAT, 2 JANUARI 202604 KAMIS, 29 OKTOBER 2026

LEBAK, BANPOS - Proses pengadil-
an Suni, terdakwa kasus kekerasan
seksual terhadap anak akhirnya
mencapai titik akhir. Majelis hakim
bersepakat menjatuhkan hukum-
an terhadap terdakwa berupa pi-
dana penjara selama enam tahun.

Vonis itu dibacakan oleh hakim
ketua, Sophie Dhinda Aulia, dalam
persidangan yang digelar di Penga-
dilan Negeri (PN) Rangkasbitung
pada Rabu (28/10).

Berdasarkan pertimbangan ter-
hadap fakta-fakta dalam persidang-
an, majelis hakim menyatakan ter-
dakwa terbukti secara sah dan me-
yakinkan bersalah melakukan tin-
dak pidana kekerasan seksual ter-

hadap anak.
Menurut majelis hakim, perbuat-

an tersebut melanggar ketentuan
dalam Pasal 473 ayat (4)
KUHPidana sebagaimana telah di-
ubah dengan Pasal VII angka 44
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Terbukti secara sah dan meya-
kinkan bersalah dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa
seseorang bersetubuh dengannya
dilakukan terhadap anak,” katanya.

Keyakinan itu, kata majelis ha-
kim, didasarkan pada pertimbang-
an terhadap fakta-fakta yang ter-
ungkap dalam persidangan. Berda-
sarkan pertimbangan tersebut ma-

jelis hakim meyakini, persetubuh-
an terhadap korban anak benar di-
lakukan oleh terdakwa.

Oleh karenanya, majelis hakim
menjatuhkan hukuman bagi ter-
dakwa dengan pidana penjara se-
lama enam tahun.

“Menjatuhkan pidana kepada
terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama enam ta-
hun,” ucapnya menambahkan.

Selain pidana penjara, majelis ha-
kim juga menjatuhkan hukuman
berupa pidana denda. Adapun no-
minal yang dibebankan terhadap
terdakwa yakni sebesar Rp15,5 juta.

“Membebankan kepada terdak-
wa untuk membayar biaya restitusi

dengan total sejumlah
Rp15.500.000,” katanya.

Vonis hukuman penjara dan den-
da yang dibacakan majelis hakim
terbilang ringan bila dibandingkan
dengan tuntutan yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dimana dalam tuntutannya, Jaksa
memohon supaya terdakwa dipi-
dana penjara selama sembilan tahun
dan denda sebesar Rp42.050.000,-

Setelah mendengarkan pemba-
caan putusan, terdakwa menyata-
kan menerima putusan tersebut.
Begitu pun dengan pihak JPU juga
menerima putusan yang di-
bacakan oleh majelis hakim terse-
but.(TQS/RUS)

Hakim Vonis Terdakwa Kekerasan Seksual Anak

Tagana Masuk Sekolah
Disorot, Wilayah Rawan
Bencana Belum
Diprioritaskan
PENENTUAN sekolah sasaran
program Tagana Masuk Sekolah
(TMS) di Kabupaten Lebak diper-
soalkan. Ketua Taruna Siaga Ben-
cana (Tagana) Kabupaten Lebak,
Iwan Hermawansyah, menilai prog-
ram yang digelar Dinas Sosial Pro-
vinsi Banten itu belum mempriori-
taskan sekolah di wilayah dengan
risiko bencana tinggi.

Iwan mengatakan, edukasi ke-
siapsiagaan bencana bagi pelajar
semestinya menyasar kawasan pe-
sisir selatan Lebak yang berpotensi
terdampak tsunami serta wilayah
pegunungan yang rawan banjir
bandang dan tanah longsor. Na-
mun, berdasarkan informasi yang
diterimanya, kegiatan TMS justru di-
laksanakan di antaranya di SMA
Negeri 1 Cibadak dan SMK Negeri
1 Rangkasbitung.

Menurut dia, penentuan lokasi
kegiatan perlu didasarkan pada
kondisi geografis dan tingkat kera-
wanan bencana di setiap wilayah.
Dengan begitu, materi edukasi da-
pat menjangkau pelajar yang ting-
gal di daerah dengan potensi
ancaman bencana.

“Seharusnya kami dilibatkan se-
jak persiapan, perencanaan, hing-
ga penentuan titik lokasi. Kami bisa
melakukan survei untuk menen-
tukan sekolah yang benar-benar
berada di wilayah rawan bencana,”
kata Iwan.

Dia menyebutkan, program TMS
di Kabupaten Lebak direncanakan
berlangsung selama dua hari
dengan sasaran empat sekolah.
Namun, dia mempertanyakan dasar
pemilihan sekolah-sekolah terse-
but, terutama jika dibandingkan
dengan kebutuhan edukasi keben-
canaan di kawasan pesisir dan
pegunungan.

Iwan menilai wilayah pesisir se-
latan Lebak perlu mendapat per-
hatian karena menghadapi ancam-
an tsunami, termasuk risiko yang
berkaitan dengan gempa mega-
thrust. Sementara itu, kawasan pe-
gunungan seperti Kecamatan Le-
bakgedong membutuhkan edukasi
kesiapsiagaan untuk menghadapi
potensi banjir bandang dan tanah
longsor.

“Harapan kami, kegiatan ini di-
laksanakan di wilayah selatan, ter-
utama daerah pesisir pantai, karena
tingkat risikonya tinggi. Begitu juga
wilayah pegunungan seperti Le-
bakgedong yang sering mengha-
dapi banjir bandang dan tanah

longsor,” ujarnya.
Selain persoalan lokasi, Iwan

menyoroti tidak dilibatkannya rela-
wan Tagana Kabupaten Lebak da-
lam perencanaan maupun pelak-
sanaan kegiatan. Padahal, menurut
dia, relawan setempat memiliki pe-
ngetahuan mengenai kondisi wila-
yah dan lokasi yang membutuhkan
edukasi kebencanaan.

Dia menyebutkan, pelaksanaan
TMS di Lebak melibatkan relawan
Tagana dari wilayah Serang. Kon-
disi tersebut memunculkan perta-
nyaan mengenai koordinasi antara
Dinas Sosial Provinsi Banten dan
Tagana Kabupaten Lebak sebagai
relawan yang bertugas di wilayah
setempat.

“Relawan Tagana dari wilayah
Serang yang melaksanakan kegiat-
an tersebut. Relawan Tagana Ka-
bupaten Lebak tidak dilibatkan, pa-
dahal relawan kita di sini lebih tahu
titik lokasi sekolah yang rawan ben-
cana. Ini ada apa?” ujarnya.

Iwan menegaskan, edukasi ke-
bencanaan tidak cukup hanya de-
ngan melaksanakan sosialisasi di
sekolah. Kegiatan tersebut harus
memberikan pemahaman kepada
pelajar mengenai cara menyela-
matkan diri dan langkah yang perlu
dilakukan ketika bencana terjadi.

“Yang harus diutamakan itu sub-
stansi kegiatannya, yakni member-
dayakan teman-teman Tagana se-
kaligus mengedukasi pelajar agar
memiliki kesiapsiagaan menghadapi
bencana,” katanya.

Tidak dilibatkannya Tagana Ka-
bupaten Lebak juga membuat Iwan
mengaku tidak mengetahui secara
terperinci mekanisme pelaksanaan
maupun besaran anggaran prog-
ram tersebut. Dia pun memperta-
nyakan apakah pelaksanaan TMS
lebih mengutamakan realisasi ke-
giatan atau manfaat yang diterima
para pelajar.

“Saya menduga mereka hanya
ingin menyerap anggaran saja,
tanpa melihat kemanfaatan prog-
ramnya,” ucapnya.

Atas persoalan tersebut, Iwan
meminta Dinas Sosial Provinsi Ban-
ten mengevaluasi pelaksanaan
TMS, terutama dalam menentukan
sekolah sasaran berdasarkan ting-
kat kerawanan bencana. Dia juga
meminta agar Tagana kabupaten
dan kota dilibatkan sejak tahap pe-
rencanaan sehingga pemilihan lo-
kasi kegiatan sesuai dengan kebu-
tuhan di lapangan.(TQS/RUS)

Investasi Baru Rp800 Miliar Dibidik Masuk Lebak
Diprediksi Serap 1.000 Tenaga Kerja

LEBAK, BANPOS - Kabupaten Le-
bak berpeluang mendapatkan
tambahan investasi baru setelah
hengkangnya PT Parkland World
Indonesia (PWI) 6. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Lebak, Lingga Segara,
menyebut sejumlah perusahaan
telah mengajukan permohonan ke-
sesuaian tata ruang untuk menja-
lankan usaha di wilayah tersebut.

Salah satu perusahaan yang be-
rencana masuk adalah Nexon, pe-
rusahaan yang bergerak di bidang
kertas. Berdasarkan informasi yang
diterima pemerintah daerah, ren-
cana investasi perusahaan terse-
but diperkirakan mencapai Rp800
miliar dengan proyeksi penyerap-

an sekitar 1.000 tenaga kerja.
“Dia rencana nilai investasinya

tuh kemarin yang disampaikan ke
pimpinan kita tuh Rp800 miliar,”
kata Lingga saat diwawancarai.

Lingga mengatakan, selain peru-
sahaan kertas, terdapat calon in-
vestor dari sektor industri kain rajut
yang juga berminat menanamkan
modal di Kabupaten Lebak. Sejum-
lah perusahaan tersebut mengaju-
kan permohonan kesesuaian pe-
manfaatan ruang, terutama untuk
kawasan industri di Kecamatan Ci-
kulur dan Cileles.

Menurut dia, peluang investasi
tersebut perlu dimanfaatkan untuk
mendorong pertumbuhan eko-
nomi daerah sekaligus membuka
lapangan pekerjaan bagi masyara-

kat Kabupaten Lebak.
Dari sisi tata ruang, Lingga me-

nyebut pemerintah daerah telah
menyiapkan 13 zona industri
dengan luas sekitar 10.900 hektare.
Ketersediaan kawasan industri itu
didukung akses jalan tol dan Wa-
duk Karian yang dapat menunjang
kebutuhan infrastruktur serta pa-
sokan air bagi kegiatan usaha.

“Pertama dari tata ruang kita me-
mang menyiapkan. Ada 13 zona in-
dustri di kita. Kurang lebih 10.900
hektar untuk kawasan industri. Di-
tambah sekarang kan ada akses tol
yang saya kira juga ini sangat men-
dukung terhadap investasi. Selain
itu juga ada Waduk Karian juga un-
tuk pasokan air juga sangat sangat
mendukung,” ujarnya.

Lingga menjelaskan, proses ma-
suknya investasi tetap bergantung
pada pemenuhan persyaratan per-
izinan oleh masing-masing perusa-
haan. Salah satu tahapan yang ha-
rus dipenuhi ialah kesesuaian ke-
giatan pemanfaatan ruang, disusul
dokumen lingkungan sebelum pe-
rusahaan mengurus Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG).

Untuk wilayah Rangkasbitung
yang telah memiliki Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR), proses peme-
riksaan kesesuaian ruang dapat di-
lakukan melalui sistem perizinan
yang terintegrasi.

“Kalau secara kesesuaian tata
ruang karena di Rangkas ini sudah
RDTR, mereka bisa dengan mudah
otomatis by system,” katanya.

Dia menegaskan, pemerintah
daerah tidak dapat memaksakan
izin apabila rencana usaha tidak
sesuai dengan ketentuan tata
ruang. Sistem perizinan yang
terintegrasi dengan pemerintah
pusat mengharuskan perusahaan
memenuhi persyaratan sesuai
bidang usaha dan dokumen yang
diajukan.

“Sebenarnya kalau sekarang kan
pelayanannya semua by system.
Ketika mereka memenuhi syarat ya
akan mudah gitu masuknya. Ketika
tata ruangnya sesuai ya akan mu-
dah,” ucapnya.

Terkait insentif untuk menarik in-
vestor, Lingga mengatakan belum
ada kebijakan khusus berupa pem-
bebasan pajak seperti yang dita-

nyakan. DPMPTSP Lebak, kata dia,
lebih berperan memfasilitasi pela-
yanan perizinan, bimbingan teknis,
dan pendampingan bagi pelaku
usaha.

Sementara itu, jika menyangkut
insentif atau keringanan pajak dae-
rah, dia menyarankan agar hal ter-
sebut dikonfirmasi kepada Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Ka-
bupaten Lebak.

Lingga juga berharap rencana
pembukaan jalan tol seksi dua da-
pat meningkatkan daya tarik inves-
tasi, terutama karena kawasan di se-
kitarnya memiliki potensi pengem-
bangan industri.

"Ya mudah-mudahan lancar se-
mua mohon dukungannya," pung-
kasnya.(TQS/RUS)

MULTATULI

6 Tahun Penjara dan Denda Rp15,5 Juta

TAUFIQ SOLEHUDIN / BANTEN POS

TUNTUTAN. Eks Direktur Hotel Rahaya Resort Banten, Rosna Gustina Rahayu, dituntut satu tahun penjara serta denda sebesar Rp50 juta atas perkara penambangan tanpa izin
oleh majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Rabu (28/10)

EKS DIREKTUR HOTEL
DITUNTUT RINGAN

LEBAK, BANPOS - Nasib eks Direk-
tur Hotel Rahaya Resort Banten,
Rosna Gustina Rahayu, dalam
menghadapi perkara hukum pe-
nambangan ilegal mulai menemui
titik terang. Dia dituntut pidana
penjara selama satu tahun, serta
denda sebesar Rp50 juta oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan
Negeri Lebak.

Surat tuntutan itu dibacakan
langsung oleh JPU, Widyana Valent
Asnawi, di hadapan majelis hakim
dalam persidangan yang digelar di
Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbi-
tung pada Rabu (28/10). Dalam
persidangan tersebut terdakwa
Rosna hadir dengan menyandang
status sebagai tahanan kota.

Jaksa menyatakan, terdakwa
Rosna bersalah karena telah mela-
kukan penambangan tanpa izin.
Perbuatannya dinilai melanggar Pa-
sal 35 Jo Pasal 158 Undang-Undang

RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Per-
tambangan Mineral dan Batubara.

Atas perbuatan tersebut maka,
Jaksa menuntut terdakwa dipidana
penjara selama satu tahun.

“Terdakwa Rosna Gustina
Rahayu binti (alm) Ilyas Sukanta
dengan pidana penjara selama satu
tahun,” katanya.

Selain itu Jaksa juga meminta ke-
pada majelis hakim supaya masa
penahanan yang telah dijalani ter-
dakwa diperhitungkan sebagai pe-
ngurangan hukuman. Namun
dengan catatan, selama terdakwa
berada dalam tahanan.

“Dikurangi selama terdakwa ber-
ada dalam tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan,” imbuhnya.

Di samping menuntut pidana
penjara, Jaksa juga meminta ke-
pada majelis hakim supaya menja-

tuhkan pidana denda kepada ter-
dakwa. Adapun besaran denda
yang dituntut dalam persidangan
tersebut yakni Rp50 juta.

“Dan pidana denda kepada ter-
dakwa sebesar Rp50 juta,” ucapnya.

Jaksa memberikan tenggat waktu
selama satu bulan kepada terdakwa
untuk melunasi pidana denda ter-
sebut. Jika terdakwa tidak mampu
menyanggupi, maka harta kekaya-
annya akan disita dan dilelang untuk
menggantikan pidana tersebut.

“Jika penyitaan harta kekayaan
atau pendapatan tidak cukup atau
tidak memungkinkan untuk dilak-
sanakan, pidana-denda yang tidak
dibayar tersebut diganti dengan pi-
dana penjara selama 50 hari,” kata
Jaksa.

Kemudian untuk barang bukti
berupa dua unit excavator, satu
lembar struk penjualan pasir, serta
satu bundel catatan penjualan pa-

sir dikembalikan kepada yang ber-
hak melalui saksi Tomi Suwignyo.

Setelah mendengarkan tuntutan
tersebut, kuasa hukum terdakwa
memohon kepada majelis hakim
supaya diberikan kesempatan se-
lama dua pekan untuk menyusun
nota pembelaan. Permohonan itu
pun dikabulkan ketua majelis ha-
kim, Fitrah Akbar Citrawan.

Namun sebelum sidang diakhiri
ketua majelis hakim, Fitrah Akbar
Citrawan, mengingatkan terdakwa
mengenai masa berlaku tahanan
kota. Dia mengatakan, masa ber-
laku tahanan kota terdakwa akan
berakhir pada 30 November 2026.

“Tahanan kotanya habis 30 No-
vember,” katanya.

Sidang lanjutan akan kembali di-
gelar di PN Rangkasbitung pada
Rabu (11/11/2026) dengan agenda
penyampaian nota pembelaan dari
terdakwa.(TQS/RUS)

Terlibat Penambangan Ilegal
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Atlet Bulu Tangkis
Yunior Indonesia

Raih 2 Juara

Sumpah Pemuda Momentum Majukan
Indonesia Lewat Olahraga

JAKARTA, BANPOS - Peringatan
Hari Sumpah Pemuda ke-98 men-
jadi momentum majukan Indo-
nesia melalui olahraga. Sejumlah fe-
derasi nasional mendorong gene-
rasi muda memperkuat persatuan
dan berkontribusi bagi bangsa. Pe-
san itu disampaikan PB ESI, FPTI,
PBSI, dan Perbati pada 28 Oktober
2026.

Pengurus Besar Esports Indo-
nesia mengajak generasi muda ter-
us berkarya dan menjaga per-
satuan. Sekretaris Jenderal Peng-
urus Besar Tinju Indonesia (Per-
bati) Hengky Silatang menilai
Sumpah Pemuda membentuk
identitas bersama. Federasi menilai
anak muda berperan penting
dalam ekosistem esports nasional.

“Saatnya kita menghapuskan ego
dan perbedaan suku dan ras, mem-
bentuk identitas bersama sebagai
bangsa yang hebat untuk bersama-
sama memajukan tinju kita,” kata
Hengky.

PB ESI berharap kolaborasi dan
pembinaan melahirkan talenta
yang membawa Indonesia ke pang-
gung dunia. Federasi menekankan
perbedaan latar belakang tidak
menghalangi tujuan bersama. PB
ESI menilai inovasi dan sportivitas
perlu terus dijaga.

Federasi Panjat Tebing Indonesia
mengingatkan persatuan sebagai
kekuatan dan kegigihan sebagai
jalan perjuangan. Nilai itu tumbuh
melalui keberanian menghadapi
tantangan dan ketekunan berlatih.
FPTI mengajak generasi muda me-
lampaui batas dan mengukir
prestasi dari daerah.

“Saatnya kita menghapuskan ego

dan perbedaan suku dan ras, mem-
bentuk identitas bersama sebagai
bangsa yang hebat untuk bersama-
sama memajukan tinju kita,” kata
Hengky.

PBSI menyoroti nilai satu tanah air,
satu bangsa, dan satu bahasa
Indonesia. Semangat itu hidup dalam
perjuangan atlet mengharumkan
nama bangsa. PBSI menempatkan
bulu tangkis sebagai sarana mem-
perlihatkan persatuan dalam prestasi.

Hengky menilai perbedaan
pandangan tak boleh menjadi
penghalang membangun tinju.

Perbedaan perlu disikapi dewasa
dengan mengutamakan atlet dan
nama baik bangsa. Perbati berha-
rap energi dan sumber daya diarah-
kan pada penguatan pembinaan.

“Saatnya kita menghapuskan ego
dan perbedaan suku dan ras,
membentuk identitas bersama
sebagai bangsa yang hebat untuk
bersama-sama memajukan tinju
kita,” kata Hengky.

Hengky berharap petinju muda
memiliki semangat juang, kedisip-
linan, dan tekad kuat. Ia mendorong
atlet berlatih serius dan fokus meng-

ejar prestasi. Target Olimpiade
membutuhkan persiapan panjang
dan kompetisi yang mengasah
kemampuan.

Momentum Sumpah Pemuda men-
jadi pengingat persatuan dalam olah-
raga. Federasi mendorong generasi
muda menjaga sportivitas dan
berkarya. Itu menjadi kunci kemajuan.

“Saatnya kita menghapuskan
ego dan perbedaan suku dan ras,
membentuk identitas bersama se-
bagai bangsa yang hebat untuk ber-
sama-sama memajukan tinju kita,”
kata Hengky. (ANT/AZM)

LUKSEMBURG, BANPOS - Atlet
bulu tangkis yunior Indonesia
raih dua gelar juara pada U17 Cir-
cuit International Badminton
Tournament di Coque, Luk-
semburg, 23–25 Oktober 2026.
Dua gelar itu diraih pada kategori
ganda campuran dan tunggal
putri. KBRI Brussel mendukung
keikutsertaan tim U17 PBSI
Jakarta Selatan dalam kompetisi
tersebut.

Tim U17 PBSI Jakarta Selatan
menurunkan Rajendra Daffa Al
Basith dan Suciati Aqueena Ayu.
Keduanya berlaga pada kategori
ganda campuran dan tunggal
putri. KBRI Brussel telah memfasi-
litasi tim pada 12 Oktober 2026.

Pada ganda campuran, pa-
sangan Indonesia mengalahkan
wakil Belgia di semifinal dengan
skor 21-14 dan 21-19. Mereka lalu
menang atas wakil Irlandia di final
dengan skor 21-8 dan 21-18.
Kemenangan dua gim langsung
memastikan gelar juara.

Wakil Indonesia di tunggal putri
melangkah ke final setelah
menundukkan atlet Irlandia 21-
11 dan 21-19. Pada partai pe-
nentuan, atlet Indonesia meng-
alahkan wakil Jerman 21-13 dan
21-16. Hasil itu memastikan gelar
juara kedua bagi Indonesia.

Turnamen diikuti atlet dari
Jerman, Belgia, Swiss, Belanda,
Irlandia, Inggris, Prancis, Ceko,
dan Luksemburg. Keikutsertaan

itu menambah pengalaman
bertanding atlet muda Indonesia.
Turnamen juga mengukur
kemampuan menghadapi lawan
dari berbagai negara.

Dua gelar tersebut menjadi
capaian positif bagi pembinaan
bulu tangkis yunior Indonesia.
Prestasi itu menunjukkan ke-
mampuan atlet muda bersaing di
level internasional. Konsistensi
permainan terjaga hingga babak
penentuan.

Turnamen berpotensi men-
dukung karier atlet yunior melalui
poin internasional dalam sistem
pemeringkatan Badminton
World Federation. KBRI Brussel
berharap dukungan itu mem-
perkuat pembinaan olahraga na-
sional. Prestasi ini diharapkan
memotivasi atlet muda mening-
katkan daya saing.

Keikutsertaan pada kompetisi
lintas negara menjadi kesempa-
tan bagi atlet Indonesia menam-
bah pengalaman bertanding.
Turnamen itu juga menjadi ajang
mengukur kemampuan meng-
hadapi lawan dari berbagai ne-
gara. Persiapan menuju kompetisi
internasional berikutnya menjadi
bagian dari proses pembinaan.

KBRI Brussel berharap duk-
ungan itu memperkuat pem-
binaan olahraga nasional. Prestasi
ini, diharapkan memotivasi atlet
muda untuk terus meningkatkan
daya saing bangsa. (AZM/RMID)

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Persib Kokoh Di Puncak
BANDUNG, BANPOS - Puncak
Klasemen Grup E AFC Champions
League Two 2026/2027 tetap dipe-
gang Persib Bandung setelah meng-
alahkan Melbourne Victory 2-0 di
Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/
10). Dua gol Balsa Sekulic pada
menit 47 dan 67 memastikan tamba-
han tiga poin. Persib kini meng-
oleksi sembilan poin dari tiga
pertandingan.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic
menilai laga ketiga sebagai ujian
paling serius. Ia mewaspadai
kualitas Melbourne Victory dalam
transisi dan kesiapan fisik pemain.
Tolic menegaskan timnya harus
tampil maksimal dan disiplin
sepanjang pertandingan.

“Saya pikir ini adalah pertan-
dingan paling serius sejauh ini.”
Kata Igor Tolic.

Persib menyapu dua laga pem-
buka dengan kemenangan atas FC
Seoul dan The Cong-Viettel. Tolic
enggan pemainnya terlena oleh
posisi puncak. Ia mengingatkan
lawan-lawan Grup E berasal dari liga
dengan koefisien lebih tinggi.

Igor Tolic menyebut Persib masih
berstatus underdog di Grup E. Tim
wajib menjaga etos kerja keras dan
tidak merasa diunggulkan. Du-
kungan Bobotoh di kandang
diharapkan menambah motivasi.

“Mereka tetap tim-tim yang tang-
guh, kami tetap sebagai tim under-
dog, dan kami bukan favorit mela-
wan tim mana pun di grup ini.”
ungkapnya.

Pada babak pertama, Persib lang-
sung mengepung pertahanan Mel-
bourne Victory. Pertahanan tim ta-

mu tampil rapat dan menyulitkan
tuan rumah. Hingga akhir babak
pertama, skor bertahan 0-0.

Memasuki babak kedua, Persib
meningkatkan tekanan. Balsa
Sekulic memecah kebuntuan pada
menit 47. Unggul satu gol, Persib
semakin gencar menyerang.

Pada menit 67, Balsa Sekulic

kembali mencetak gol. Melbourne
Victory mendapat peluang emas,
tetapi kiper Persib meng-
antisipasinya dengan baik. Hingga
akhir laga, skor 2-0 bertahan.

Kemenangan ini memperlebar
jarak Persib dari Melbourne Victory
yang mengoleksi empat poin. Pe-
rsib memimpin Grup E dengan nilai

sempurna. Hasil positif mem-
perkuat peluang melaju ke fase beri-
kutnya.

Persib menjalani laga demi laga
meski berada di puncak klasemen.
Tolic tidak ingin pemain terlena oleh
hasil undian yang menempatkan
mereka di grup berat. Pelatih asal
Kroasia itu menilai tiga lawan

memiliki peringkat dan koefisien
liga lebih baik.

Kemenangan atas Melbourne
Victory menjaga singgasana Grup
E. Persib mencatat tiga ke-
menangan beruntun di ACL Two
2026/2027. Konsistensi menjadi
kunci menghadapi laga berikutnya.

Tolic menegaskan timnya menja-

lani laga demi laga. Ia tidak ingin
pemain terlena. Fokus pada
pertandingan berikutnya.

Kemenangan ini menjadi modal
bagi Persib. Tim besutan Tolic
menjaga rekor sempurna di Grup E.
Persib kini juga akan menghadapi
laga berikutnya dengan percaya
diri. (NET/ANT/AZM/RMID)

Balsa Sekulic Dua Gol
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PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama,
berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan perantaraan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Serang, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap
barang  jaminan debitur atas nama Muhamad Arifin, sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB No. 01029  An. Muhamad Arifin. Dengan luas tanah 60 m2 yang
terletak di Perum Tulip Rangkas Residence Blok D5 No.127 Ds. Bojongleles Kec. Cibadak Kab. Lebak –Banten.

Harga Limit : Rp. 240.000.000,-
Uang  Jaminan Lelang : Rp.   72.000.000,-

Rangkasbitung, 29 Oktober 2026

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Kantor Cabang Rangkasbitung

Pelaksana Lelang

KPKNL Serang

Diskripsi Pelaksanaan Lelang:

- Cara Penawaran: Open Bidding (dengan mengakses “lelang.go.id” )

- Batas Akhir Penawaran : Kamis, 12 November 2026 Pukul 10:00 WIB
(waktu server)

- Penetapan Pemenang Lelang: setelah batas akhir penawaran

- Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang,

apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut dinyatakan sebagai

pembeli wanprestasi dan uang jaminan menjadi milik negara.

- Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang

- Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Serang, Jl. Raya Serang-
Cilegon Km 3 Legok Serang Provinsi Banten.

Keterangan:

- Nominal Uang Jaminan yang

disetorkan ke rekening VA (Virtual

Account) harus sama dengan

Nominal  jaminan yang disyaratkan.

- Uang Jaminan harus sudah efektif

diterima oleh KPKNL selambat-

lambatnya 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan lelang

- Segala biaya yang timbul sebagai

akibat mekanisme perbankan

menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat Lelang :
1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website “lelang.go.id” persyaratan

dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur dan Panduan
Pengguna” pada alamat website tersebut.

2. Memiliki obyek lelang yang akan diikuti pada website diatas
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan

mengikuti objek lelang
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
5. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya, sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan,

tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, para pihak-pihak yang
berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL
Serang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Rangkasbitung dan peserta
wajib melihat, mengetahui kondisi objek  lelang dan menyetujui aspek legal yang dilelang sesuai apa adanya.

6. Syarat-syarat lainnya yang diumumkan pada saat lelang, penjelasan dan informasi lelang lainnya dapat menghubungi
Bank bjb Cabang Rangkasbitung Telp. 0252- 201243 / (Wihelmy Mauli 087877000518 / Mochamad Rizky
Triawan 087822201991) KPKNL Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon Km 3 Legok Serang Provinsi Banten

TANGERANG, BANPOS - Pemkot
Tangerang memastikan 24 arena
untuk Forprov II Banten siap digu-
nakan pada 7-10 November 2026.
Arena itu meliputi pusat per-
belanjaan, gedung pertemuan,
GOR, lapangan terbuka, dan fasi-
litas olahraga lainnya. Kepala Dis-
pora Kota Tangerang Kaonang
menyebut persiapan terus dima-
tangkan.

Sebanyak 50 Induk Organisasi
Olahraga dijadwalkan memeriah-
kan ajang tersebut. Arena yang
digunakan antara lain Metropolis
Town Square, Mall Icon, dan Tang-
city Mall. Aula Gedung Cisadane
Lantai 4 dan Aula Al Amanah juga
masuk daftar lokasi.

“Sebanyak 50 Induk Organisasi
Olahraga (INORGA) dijadwalkan
memeriahkan ajang tersebut,” ujar

Kaonang di Tangerang, Rabu (28/10).
Kegiatan lain memanfaatkan GOR

Nambo, Lapangan Panahan Sukun,
Lapangan Bola Sukun, GOR Grand
Lake, dan Stadion Benteng. Lokasi
tambahan meliputi Gedung MUI,
GOR Koang, SMA 2 Kota Tangerang,
Pelataran Puspem, dan Lapangan
BMX Stadion Benteng. Pembukaan
direncanakan di Lapangan Ahmad
Yani, Alun-Alun Kota Tangerang,
pada 7 November 2026.

Rangkaian pembukaan dime-
riahkan defile peserta, hiburan seni
lokal, dan pertunjukan tari kolosal.
Kegiatan itu memperkenalkan keka-
yaan budaya dan semangat olah-
raga masyarakat Banten. Forprov
diharapkan menggerakkan aktivitas
ekonomi masyarakat sekitar.

“Penyelenggaraan Forprov juga
diharapkan menjadi kesempatan

untuk menggerakkan aktivitas
ekonomi masyarakat,” katanya.

Kehadiran pegiat olahraga, pen-
damping, dan pengunjung ber-
potensi meningkatkan usaha kuli-
ner, UMKM, transportasi, dan ako-
modasi. Gubernur Banten Andra
Soni berharap Forprov mening-
katkan kebugaran dan pertum-
buhan ekonomi daerah. Pelibatan
pelaku usaha menjadi bagian pen-
yelenggaraan.

“Tujuannya bukan sekadar pres-
tasi, tetapi untuk memasyarakatkan
olahraga dan mengolahragakan
masyarakat,” kata Andra Soni.

Ketua KORMI Provinsi Banten
Nuraeni mengatakan Forprov II
Banten melibatkan sekitar 5.000
peserta. Ajang itu menargetkan
hingga 10.000 penonton. Ant-
usiasme peserta dinilai memberi

dam-pak ganda bagi Kota
Tangerang.

Forprov II Banten berlangsung 7-
10 November 2026 di Kota Tang-
erang. Sebanyak 24 arena telah di-
siapkan. Penyelenggaraan di-
harapkan membugarkan ma-
syarakat dan menghidupkan sektor
perhotelan, restoran, serta UMKM.

Pemkot Tangerang menyiapkan
petugas dan fasilitas pendukung di
setiap arena. Koordinasi lintas sektor
dilakukan agar rangkaian Forprov
berjalan aman dan lancar. Ajang itu
juga diharapkan memperkuat
partisipasi masyarakat dalam
olahraga, sementara petugas medis
dan pos kesehatan disiagakan.

“Dengan adanya perhelatan ini, se-
lain membugarkan masyarakat, geliat
ekonomi di Kota Tangerang juga akan
tumbuh,” pungkasnya. (ANT/AZM)

24 Arena Forprov II Banten Siap Digunakan
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Revitalisasi Pasar Kranggot Terganjal
Sertifikat dan Penilaian Aset
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CILEGON, BANPOS – Rencana re-
vitalisasi Pasar Kranggot, belum me-
masuki tahap pembangunan. Pe-
merintah Kota (Pemkot) Cilegon
masih menunggu hasil penilaian
bangunan dari Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) serta penyelesaian satu
sertifikat aset yang ditargetkan ram-
pung pada November 2026.

Kedua tahapan tersebut menjadi
prasyarat sebelum Pemkot Cilegon
melelang pemilihan mitra pem-
bangunan pasar. Sementara itu,
kepastian lokasi relokasi pedagang
dan besaran sewa kios setelah
revitalisasi juga masih dalam
pembahasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kota Cile-
gon, Didin Supriatna Maulana, meng-
atakan revitalisasi Pasar Kranggot
telah masuk dalam program Wali Kota
Cilegon. Saat ini, pemerintah masih
menyiapkan administrasi aset,
termasuk penilaian bangunan untuk
menentukan nilai sebelum pembong-
karan dilakukan. “Ya, insyaallah ini
sudah masuk ke program Pak Wali.
Sekarang sedang tahap penilaian
bangunan. Jadi, persiapan-persiapan
kita harus dinilai dulu, bangunan ini
nilainya berapa. Setelah itu, baru di-
bongkar dan dibeli sisa bang-
unannya,” kata Didin, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, penyelesaian ser-
tifikat menjadi salah satu kendala
yang harus dituntaskan. Sebelum-
nya, Pemkot Cilegon berencana
memperoleh anggaran Rp30 miliar
untuk pembangunan Pasar Krang-
got, tetapi terkendala kelengkapan
sertifikat aset. “Dulu Pemkot mau

dapat anggaran Rp30 miliar untuk
membangun Pasar Kranggot. Masa-
lahnya, sertifikat belum lengkap. Se-
karang tinggal satu sertifikat lagi,
mudah-mudahan November sudah
ada. Setelah sertifikat beres dan
penilaian KPKNL selesai, baru kita
lelang,” ujarnya.

Jika seluruh persyaratan rampung
sesuai target, Disperindag beren-
cana memproses lelang calon mitra
pada Desember mendatang. Re-
vitalisasi akan menggunakan skema
Bangun Guna Serah (BGS), yakni
investor membiayai pembangunan
dan mengelola pasar selama jangka
waktu yang disepakati sebelum
menyerahkannya kepada pe-
merintah daerah. “Investor mem-
bangun pakai dana sendiri. Nanti se-
telah 20 tahun baru diserahkan ke
kita. Investor tetap melalui lelang
juga, tidak ditunjuk,” tegas Didin.

Setelah mitra ditetapkan, tahapan
berikutnya meliputi penyiapan lokasi,
relokasi pedagang, pembongkaran
bangunan lama, hingga pembang-
unan pasar baru. Namun, hingga kini,
lokasi relokasi sementara masih dikaji
dengan mempertimbangkan
kedekatan dengan pasar agar aktivitas
perdagangan tidak terganggu terlalu
jauh. Didin menyebutkan, ada dua
alternatif yang dipertimbangkan,
yakni kawasan Aston serta peman-
faatan jalan dan area parkir di sekitar
pasar yang akan ditutup sementara
selama pembangunan berlangsung.
“Relokasi pedagang kemungkinan
dari hasil analisis ada dua alternatif.
Pertama, di Aston. Kedua, mungkin
jalan dan tempat parkir ditutup untuk
dijadikan lokasi sementara selama pa-

sar dibangun. Jadi, tidak jauh dari pa-
sar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Disperindag mulai
menyosialisasikan rencana re-
vitalisasi kepada pedagang. So-
sialisasi kepada pedagang kios te-
lah dilakukan melalui paguyuban,
sedangkan pedagang auning,
sayuran, dan pedagang lainnya
akan mendapat sosialisasi lan-
jutan. “Sosialisasi sudah ke se-
bagian pedagang. Untuk peda-
gang kios sudah melalui pagu-
yuban. Minggu-minggu ini kita
sosialisasi ke pedagang auning, sa-
yuran, dan pedagang lainnya. Se-
cara umum mereka sudah tahu
akan ada pendataan,” katanya.

Selain lokasi relokasi, besaran
biaya sewa kios setelah pasar
selesai dibangun juga menjadi
perhatian pemerintah.
Disperindag menyatakan tarif
sewa nantinya perlu diperhitung-
kan agar tidak membebani
pedagang yang kembali menem-
pati pasar tersebut. “Sewa nanti
setelah jadi. Jangan sampai mem-
beratkan pedagang. Jangan
sampai dibangun, lalu pedagang
merasa keberatan,” ujarnya.

Berdasarkan pendataan semen-
tara, terdapat sekitar 600 hingga
700 kios di kawasan Pasar Krang-
got. Pedagang informal atau peda-
gang emprakan juga direncanakan
mendapat tempat dalam pasar ha-
sil revitalisasi. “Dari hasil pen-
dataan terakhir, jumlah kios sekitar
600 sampai 700. Nanti semuanya
masuk ke sana. Modelnya seperti
mal, jadi akses keluar masuk hanya
satu pintu,” pungkasnya. (CR-03/PAY)

Pemkot Jajaki Kerja Sama Ubah
Eks Matahari Lama Jadi Hotel

CILEGON, BANPOS – Pemerintah
Kota (Pemkot) Cilegon mulai menjajaki
kerja sama dengan calon investor untuk
mengubah fungsi gedung Eks Matahari
Lama menjadi hotel dan ballroom. Pe-
manfaatan aset tersebut ditujukan un-
tuk menambah Pendapatan Asli Dae-
rah (PAD), sekaligus menghidupkan
kembali bangunan yang belum
termanfaatkan secara optimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota
Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, meng-
atakan pengembangan gedung
tersebut direncanakan meng-
gunakan skema Bangun Guna Serah
(BGS). Melalui skema ini, investor
akan membangun sekaligus
mengelola fasilitas dalam jangka
waktu tertentu sebelum aset atau
bangunannya diserahkan kembali
kepada pemerintah daerah sesuai
perjanjian. “Lewat skema BGS itu,
nanti investor membangun dan
mengelola fasilitas dalam jangka
waktu yang disepakati, sebelum aset
atau bangunannya diserahkan
kembali kepada kami sesuai
ketentuan perjanjian,” kata Aziz,
Rabu (28/10).

Meski demikian, skema pem-
bagian pendapatan antara investor
dan Pemkot Cilegon belum dite-
tapkan. Pemerintah daerah masih
harus menghitung kebutuhan
investasi, potensi pendapatan, serta
besaran kontribusi yang dapat
diterima daerah dari kerja sama
tersebut. Aziz meng-atakan, ber-
bagai ketentuan itu akan dibahas da-
lam penyusunan draf perjanjian ker-
ja sama. Kontribusi investor masih
terbuka, baik melalui pembayaran
sewa maupun mekanisme lain yang
disepakati. “Kami juga harus meng-
hitung berapa investasi, potensi
pendapatannya, apakah ada pen-
dapatan dari sewa saja atau seperti

apa, apakah ada kontribusi per bu-
lan ke Pemkot. Itu semua bakal di-
bahas saat menyusun draf per-
janjian,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Cilegon telah
menjalin komunikasi dengan satu
calon investor yang tertarik meng-
embangkan gedung tersebut men-
jadi hotel dan ballroom. Calon in-
vestor itu masih mengkaji data
bangunan, kebutuhan biaya, serta
ketentuan kerja sama yang akan
diterapkan. “Kami dengar dari
rencana investor, gedung itu bakal
dijadikan hotel dan ballroom. Dari
mereka masih mengkaji dulu
datanya, aturan kerja samanya
seperti apa, sistemnya nanti ke
depan seperti apa,” jelasnya.

Pemkot Cilegon juga telah men-
yerahkan data terkait gedung Eks
Matahari Lama sebagai bahan kajian.
Hasil kajian tersebut akan menjadi
dasar bagi calon investor untuk meng-
hitung kebutuhan investasi sekaligus
memperkirakan durasi kerja sama.
“Sudah ada komunikasi dengan
calon investor, sudah kami sampaikan
juga beserta datanya, sehingga nanti
mereka bisa menghitung berapa
biaya dan lama kerja samanya dengan
Pemkot,” ungkap Aziz.

Ia berharap calon investor ter-
sebut serius merealisasikan
rencana pengembangan aset.
Namun, hingga kini belum ada
investor lain yang menjajaki kerja
sama tersebut. “Baru ada satu
calon investor, mudah-mudahan
investor ini bisa serius kerja
samanya sehingga bisa ditin-
daklanjuti,” harapnya.

Sebelumnya, gedung Eks Mat-
ahari Lama direncanakan menjadi
pusat kuliner. Namun, rencana ter-
sebut tidak terealisasi karena keter-
batasan kemampuan fiskal daerah.

Pemkot kemudian membuka pe-
luang kerja sama dengan pihak ke-
tiga agar aset tersebut dapat di-
manfaatkan secara produktif. “Ka-
lau sudah ada yang lebih siap, ke-
napa tidak? Yang penting gedung
itu bisa dimanfaatkan dan mem-
berikan pendapatan untuk Kota
Cilegon,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota
Cilegon, Syafrudin, mengatakan
rencana kerja sama perlu didu-
kung kajian kelayakan investasi.
Kajian tersebut diperlukan untuk
menghitung perbandingan biaya
dan manfaat proyek, sekaligus me-
nentukan potensi pembagian keu-
ntungan antara investor dan pe-
merintah daerah. “Kalau investasi
itu pasti ada studi kelayakannya,
benefit cost seperti apa, sharing
profit sama kita seperti apa. Kan
nanti ada kajian dulu,” ujarnya.

Syafrudin menegaskan, per-
lunya kajian bukan berarti rencana
pengembangan gedung tersebut
dinilai tidak layak. Calon investor
tetap perlu mempertimbangkan
berbagai aspek bisnis sebelum
mengambil keputusan investasi.
“Bukan belum layak, mereka kan
bisa melihat juga dari segi aspek
bisnisnya itu seperti apa,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot
Cilegon terbuka terhadap kerja
sama dengan pihak ketiga yang ber-
sedia mengembangkan aset ter-
sebut. Lokasi gedung yang strategis
menjadi salah satu faktor yang da-
pat dipertimbangkan dalam per-
hitungan bisnis. “Yang pasti kita ker-
ja sama dengan pihak ketiga yang
mau bersedia. Kalau dilihat dari
letak strategisnya, pasti ke aspek
bisnis tentunya,” ucapnya. (CR-03/PAY)

Kepala Disperindag Kota Cilegon, Didin Supriatna Maulana berharap revitalisasi Pasar Kranggot dapat menata aktivitas perdagangan
dan menyediakan fasilitas pasar yang lebih tertata, Rabu (28/10).

MUHAMAD ELFAN SETIAWAN/BANTEN POS

CILEGON, BANPOS – PT ASDP
Indonesia Ferry Cabang Merak me-
nargetkan pengapungan bangkai
KMP Batu Mandi dapat dilakukan
pekan ini. Pengapungan menjadi
tahapan penting untuk mendukung
investigasi lanjutan guna meng-
ungkap penyebab kebakaran kapal
yang terjadi pekan lalu.

General Manager ASDP Merak,
Umar Imran, mengatakan pihaknya
masih menyiapkan proses peng-
adaan vendor untuk membantu
pengapungan bangkai kapal. Sete-
lah kapal berhasil diapungkan,
ASDP akan berkoordinasi dengan
sejumlah instansi terkait untuk
melakukan pemeriksaan lebih
mendalam.

“Setelah proses pengapungan,
kami akan berkoordinasi dengan
sejumlah instansi terkait, termasuk
Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (KSOP),
Polairud, serta pihak lainnya untuk
proses investigasi,” kata Umar
beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, pemeriksaan
awal dan pengumpulan kete-
rangan telah dilakukan sejak sehari
setelah insiden kebakaran. Na-
mun, investigasi lebih mendalam
terhadap bangkai kapal baru dapat
dilakukan setelah proses peng-
apungan. “Dari satu hari pas-
cakebakaran itu sudah dilakukan
investigasi, tapi untuk investigasi
mendalam harus diapungkan dulu
kapalnya,” ujarnya.

Saat ini, ASDP masih meng-
undang vendor atau menyiapkan
proses tender untuk menangani
pengapungan KMP Batu Mandi.
Proses pengadaan tersebut
menjadi salah satu tahapan yang
harus diselesaikan sebelum pe-
kerjaan dilaksanakan. “Sekarang
kami masih mengundang vendor
atau tendernya dulu untuk mem-
bantu pengapungan bangkai kapal
KMP Batu Mandi. Mudah-mu-
dahan minggu ini sudah dapat dila-
kukan,” katanya.

Setelah proses investigasi se-

lesai, ASDP berencana menarik
bangkai kapal ke galangan untuk
penanganan lebih lanjut. Dua
lokasi yang menjadi pertimbangan
adalah Galangan Bojonegoro SMI
dan galangan di Lampung, tempat
kapal tersebut dibuat.

“Dua opsi lokasi yang sedang
dipertimbangkan untuk menarik
bangkai kapal setelah investigasi
itu di Galangan Bojonegoro SMI
atau galangan tempat kapal
tersebut dibuat di Lampung,”
ungkap Umar.

Umar menambahkan, sebelum
insiden kebakaran terjadi, KMP Batu
Mandi telah menjalani docking dan
perbaikan sejumlah fasilitas pada
Maret 2026. Berdasarkan penilaian
ASDP saat itu, kapal dinyatakan
dalam kondisi layak be-roperasi.
“KMP Batu Mandi sudah menjalani
docking dan perbaikan sejumlah
fasilitas pada Maret 2026. Kondisi
kapalnya itu sebetulnya sang-at
layak dan sangat baik juga untuk
dioperasikan,” jelasnya. (CR-03/PAY)

Investigasi Berlanjut, KMP Batu
Mandi Bakal Diapungkan Pekan Ini

UPTD Latihan Kerja Disnaker
Cilegon Bangun Kerja Sama
Pelatihan dan Penempatan Tenaga
Kerja dengan Dunia Industri

D
INAS Tenaga Kerja Kota
Cilegon melalui UPTD
Latihan Kerja setempat

terus berupaya mendorong terwu-
judnya kerja sama strategis dengan
dunia industri dalam penyeleng-
garaan pelatihan dan penempatan
tenaga kerja.

Kerjasama strategis ini sebagai
tindak lanjut dari Nota Kesepaha-
man (Memorandum of Under-
standing/MoU) antara Pemerintah
Kota Cilegon dengan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO),
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
melalui UPTD Latihan Kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Cilegon Sri
Widayati mengatakan, kerja sama
ini bertujuan untuk menyelaraskan
program pelatihan kerja dengan
kebutuhan dan standar kompetensi
yang dipersyaratkan oleh industri,
sehingga dapat menghasilkan
tenaga kerja yang kompeten,
profesional, produktif, dan siap
memasuki dunia kerja.

“Melalui kolaborasi ini, dunia
industri diharapkan dapat berperan
aktif dalam mengidentifikasi ke-
butuhan tenaga kerja, memberikan
masukan terhadap jenis pelatihan
yang dibutuhkan untuk penem-
patan kerja, menghadirkan in-
struktur dari kalangan praktisi
industri, serta mendukung pelak-
sanaan praktik kerja dan uji
kompetensi peserta pelatihan,” ujar
Sri Widayati kepada Banten Pos di
kantornya, Kamis (29/10).

Menurutnya, sebagai bagian dari
upaya memperkuat keterhubungan
antara pelatihan dan kebutuhan
pasar kerja, dunia industri
diharapkan dapat memberikan

kesempatan kerja kepada lulusan
pelatihan untuk mengikuti proses
seleksi dan penempatan kerja
sesuai dengan kebutuhan serta
kualifikasi yang ditetapkan.

Dengan demikian, pelatihan
yang diselenggarakan tidak hanya
berorientasi pada peningkatan
keterampilan, tetapi juga diarahkan
pada perluasan kesempatan kerja
dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Dikatakannya, Dinas Tenaga
Kerja Kota Cilegon melalui UPTD
Latihan Kerja Kota Cilegon
berperan sebagai fasilitator dalam
penyelenggaraan pelatihan, seleksi
peserta, administrasi, pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi, serta
koordinasi dengan perusahaan
mitra.

Sementara itu, APINDO diharap-
kan menjadi penghubung strategis
antara pemerintah daerah dengan
Dunia Usaha dan Dunia Industry
(DUDI) dalam mendorong
partisipasi mereka untuk men-
dukung pengembangan kompe-
tensi dan penyerapan tenaga kerja.

Melalui sinergi tersebut,
diharapkan terbangun ekosistem
ketenagakerjaan yang
berkelanjutan, yang mampu
mempertemukan kebutuhan
industri dengan ketersediaan
tenaga kerja lokal yang berkualitas.

“Kerja sama ini sekaligus
menjadi langkah konkret
Pemerintah Kota Cilegon dalam
meningkatkan daya saing tenaga
kerja, memperluas kesempatan
kerja bagi masyarakat, menekan
angka pengangguran, serta
mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah menuju Cilegon
Juare,” tandasnya.(*)
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Forum KKS Banten
Targetkan Sembilan
Tatanan Sehat
SERANG, BANPOS - Forum Ka-
bupaten/Kota Sehat Provinsi
Banten menargetkan penguatan
dan pemenuhan sembilan tatan-
an kesehatan lingkungan secara
menyeluruh. Target itu untuk
mewujudkan kabupaten dan
kota di Banten bersih, sehat, dan
mandiri. Upaya ini mendukung
percepatan pembangunan dae-
rah berkelanjutan.

Ketua Forum KKS Provinsi
Banten Irna Narulita menyebut
target itu memerlukan komitmen
kuat dan sinergi pemerintah dae-
rah. Sinergi itu mencakup jajaran
kecamatan hingga desa. Forum
KKS menggandeng Dinas Kese-
hatan Kabupaten Pandeglang
untuk memperkuat kolaborasi
lintas sektor.

“Upaya strategis ini dilakukan
untuk mengakselerasi peningkat-
an derajat kesehatan masyarakat
sekaligus mendukung agenda
percepatan pembangunan dae-
rah yang berkelanjutan di wilayah
Provinsi Banten,” kata Irna.

Irna menilai kader kesehatan
menjadi garda terdepan edukasi
dan pelayanan berbasis masya-
rakat. Forum KKS terus mengam-
panyekan kabupaten sehat agar
daerah di Banten memperoleh
penghargaan Kementerian Ke-
sehatan. Ia juga menjabat Ketua
BKOW dan Penasihat TP PKK
Provinsi Banten.

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Pandeglang Zainal
Mutaqin menjelaskan program
KKS merujuk Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Men-
teri Kesehatan Nomor 34 Tahun
2005. Regulasi itu mengukur in-
deks kesehatan lingkungan se-
cara komprehensif. Kesembilan
tatanan mencakup kehidupan
masyarakat sehat mandiri hing-
ga penanganan bencana.

“Kita terus mengampanyekan
kabupaten sehat agar seluruh
daerah di Banten mendapatkan
penghargaan dari Kementerian
Kesehatan sebagai daerah se-
hat,” kata Irna.

Zainal merinci tatanan itu me-
liputi permukiman dan fasilitas
umum, pasar rakyat, satuan pen-
didikan, dan kawasan pariwi-
sata. Tatanan lain mencakup sa-
rana transportasi dan tertib lalu
lintas, kawasan perkantoran dan
perindustrian, perlindungan so-
sial, serta pencegahan bencana.
Pemenuhan sembilan tatanan
itu memerlukan sinergi pemerin-
tah daerah hingga desa.

Irna menegaskan, KKS berino-
vasi dan berkolaborasi. Kolabo-
rasi itu memberdayakan kader
kesehatan sebagai ujung tombak
edukasi.

“Oleh karena itu, kita akan
terus berinovasi dan berkolabo-
rasi,” kata Irna.(ANT/AZM)

SERANG, BANPOS – Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) ten-
tang Penyakit Masyarakat (PE-
KAT) Kota Serang diarahkan tidak
hanya untuk menertibkan penya-
kit masyarakat, tetapi juga mem-
perkuat pembinaan sosial secara
humanis. Anak jalanan dan penge-
mis, misalnya, tidak semata-mata
ditertibkan, melainkan didata, di-
bina, dididik, hingga dibekali kete-
rampilan agar memiliki pilihan hi-
dup yang lebih baik.

Ketua Badan Pembentukan Per-
aturan Daerah (Bapemperda)
DPRD Kota Serang, Edi Santoso,
mengatakan penyempurnaan Ra-
perda PEKAT juga mencakup se-
jumlah persoalan yang sebelum-
nya belum diatur secara memadai
dalam perda lama. Di antaranya
penanganan kelompok rentan,
dampak judi online dan pinjaman
online ilegal, praktik bank keliling,
serta persoalan minuman keras
(miras).

Menurut Edi, sosialisasi Raper-

da PEKAT dilakukan untuk mem-
berikan pemahaman yang jelas
mengenai arah pembahasan regu-

lasi tersebut. Ia menegaskan, pe-
nyempurnaan perda bukan

Anak Jalanan

Bakal Dibina di Perda PEKAT

BACA ANAK HAL-8

Sosialisasi Raperda Pekat di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang.

BACA KASAT HAL-8

Kasat Bungkam
Soal Rencana Sidak Kos-kosan Per Jam

Kantor Pol PP Kota Serang saat dikunjungi BANPOS untuk wawancara seputar sidak kos kosan Per Jam di Kota Serang, Rabu (28/10).

SERANG, BANPOS – Dinas Pendi-
dikan dan Kebudayaan (Dindik-
bud) Kota Serang mencatat masih
terdapat sekitar 10 sekolah dasar
(SD) yang masuk kategori rusak
berat. Pemerintah Kota Serang me-
nargetkan perbaikan sekolah-se-
kolah tersebut dapat ditangani
pada 2027 mendatang.

Meskipun begitu, Kepala Din-
dikbud Kota Serang, Zeka Bachdi,
mengatakan, pada tahun ini ter-
dapat bantuan perbaikan untuk 38
SD yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan tersebut mencakup reha-

bilitasi bangunan hingga pemba-
ngunan baru.

“Secara keseluruhan rusak berat
itu kita hanya sekitar 7 sampai 10
sekolah lagi yang masuk kategori,”
ujarnya, Rabu (28/10).

Zeka menjelaskan, kerusakan
yang masih ditemukan di sejumlah
berkaitan dengan kondisi bangun-
an, fasilitas pendukung, termasuk
mebelair atau perlengkapan
sekolah.

Menurutnya, Walikota Serang
memberikan perhatian terhadap

10 SD Tercatat Rusak
Berat di Kota Serang

BACA 10 HAL-8

SERANG, BANPOS - Rencana pe-
nertiban rumah kos yang disewa-
kan per jam di Kota Serang masih
menyisakan tanda tanya. Pasalnya,
Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pa-
mong Praja (Pol PP) Kota Serang,
Heri Hadi, belum memberikan
keterangan saat dikonfirmasi BAN-
POS mengenai persiapan sidak
hingga pendataan kos-kosan yang
diduga beralih fungsi tersebut.

BANPOS berupaya meminta kon-
firmasi kepada Heri melalui pesan
WhatsApp pada Rabu (28/10) pu-
kul 15.18 WIB. Konfirmasi itu dila-
kukan untuk mengetahui sejauh
mana persiapan Satpol PP dalam

melaksanakan sidak, termasuk apa-
kah pemerintah sudah mengan-
tongi data jumlah dan lokasi kos-
kosan yang disewakan per jam.

Namun, hingga berita ini ditulis,
pesan konfirmasi tersebut belum
mendapatkan tanggapan.

Tak berselang lama, pada hari
yang sama sekitar pukul 15.32 WIB,
BANPOS mendatangi Kantor Sat-
pol PP Kota Serang untuk meminta
keterangan secara langsung.

Setibanya di lokasi, seorang pe-
rempuan berseragam Satpol PP
menyampaikan bahwa Heri se-
dang berbincang dan meminta
BANPOS menunggu.

“Bapaknya lagi ngobrol, saya ti-
dak berani ngomongnya, enggak
enak. Nanti ya tunggu,” ujarnya ke-
pada BANPOS, Rabu (28/10).

Perempuan tersebut kemudian
masuk ke dalam kantor. Tak lama
berselang, ia kembali dan me-
nyampaikan bahwa Heri dapat di-
temui melalui Kepala Bidang Ke-
tenteraman dan Ketertiban Umum
(Trantibum), Dion.

“Bapak tidak bisa ditemui, disu-
ruh ke Pak Dion saja,” imbuhnya.

Namun, saat hendak dimintai
keterangan mengenai persiapan
sidak kos-kosan yang disewakan

Tim Ampibi Keruk Sampah Setiap Hari

Dinas LH Cilegon Kawal Program
Kali Bersih Walikota Robinsar

P
ROGRAM normalisasi kali dan
pembersihan sampah di tandon
di Kota Cilegon oleh Walikota

Robinsar terus digalakkan. Robinsar ingin
kali dan tandon yang ada diseluruh pelosok
kampung dan wilayah perkotaan bersih dari
tumpukan sampah.

Atas program pembersihan kali dan
tandon tersebut, Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kota Cilegon tak berpangku tangan.
Dinas LH Cilegon berkomitmen mengawal
kebijakan Walikota Robinsar dalam
mewujudkan kali yang bersih.

Guna mendukung langkah pem-
bersihan kali DLH Cilegon sejak Januari
2026 lalu telah mensiagakan dan
mengerahkan pasukan kebersihan yang
disebutnya Tim Ampibi.

Kepala Dinas LH Kota Cilegon Sabri
Mahyudin menjelaskan keberadaan Tim
Amvibi tersebut dipersiapkan untuk
mengeruk tumpukan sampah- sampah di
bantaran kali disejumlah titik.

“Pak Walikota Robinsar sedang giat-
giatnya melakukan normalisasi kali dan
pembersihan tandon. Maka sejak awal
tahun ini kita terjunkan Tim Ampibi yang
turut mengawal kebijakan pimpinan agar
semua kali di Cilegon bersih dari sampah,”
ujar Sabri demikian ia biasa disapa saat
ditemui di kantornya, Rabu (29/10).

Sabri mengungkapkan sejumlah kali saat
ini sudah terlihat bersih dari tumpukan
sampah. Semisal kali Cibeber yang
merupakan prioritas Walikota Robinsar
sudah bersih.

“Tim Ampibi yang berjumlah 10 orang
ini mulai melakukan pembersihan sampah
sejak pagi. Mereka terbagi menjadi dua tim
yang tugasnya membersihkan tumpukan
sampah disepanjang kali. Alhamdulillah
pelan tapi pasti sudah terlihat hasilnya.
Bantaran kali khususnya di Kali Cibeber
dan sejumlah titik kali lainnya airnya sudah
lancar dan bersih,” terang Sabri.

Menurutnya, dengan sudah bersihnya
kali  dan tandon dirinya berharap agar
masyarakat yang tingga di bantaran kali
untuk ikut terlibat merawatnya.

“Semoga dengan adanya kali Cibeber
yang bersih dari tumpukan sampah dan
sudah di normalisasi maka bisa
menanggulangi ancaman banjir pada setiap
musim hujan tiba. Kita juga berharap agar
masyarakat mulai peduli dengan

kebersihan kali dan kebersihan lingkungan,”
ucapnya.

Dirinya mengungkapkan Tim Ampibi
yang terbagi menjadi dua tim yakni satu
menawungi masing-masing empat 4
kecamatan. Akan tetapi saat ini difokuskan
di Kecamatan Cibebe, Cilegon, Purwakarta,
Grogol, dan Kecamatan Jombang. Selain
itu, tim juga tetap memantau kali Medaksa
di wilayah Kecamatan Pulo Merak.

Sementara itu, jika melihat dari data
yang ada, hampir rata-rata per bulan Tim
Ampibi diperkirakan bisa mengangkut 90
ton sampah.

Pada kesempatan ini Sabri juga sempat
menceritakan bagaimana perjuangan tim
Ampibi yang berjuang membersihkan
tumpukan sampah disejumlah kali.

Di salah satu kali, Sabri dan tim Ampibi
dibuat tercengang manakala mendapati

tumpukan sampah di salah satu kali di
wilayah Cilegon yang tidak wajar.

Tumpukan sampah yang tidak wajar ada
kulkas bekas, springbed, Kasur dan lemari
berukuran besar yang sengaja dihanyutkan
oleh warga.

Olehkarena itu dirinya mengajak
masyarakat Kota Cilegon, khsusnya bagi
warga yang tinggal di bantaran kali untuk
tidak membuang sampah sembarangan.

“Mari kita jaga bersama adanya sungai
atau kali yang ada. Jangan lagi membiasakan
membuang sampah di kali. Mari bersama-
sama menjaga kebersihan kali. Sudah
saatnya masyarakat Cilegon sadar akan
pentingnya kebersihan kali,” tandasnya.

Selain mengajak masyarakat di bantaran
kali, dirinya juga mengajak pihak kelurahan
untuk turut melakukan edukasi kepada
warganya  akan pentingnya kebersihan
lingkungan.

“Jika budaya bersih sudah menjadi
tradisi maka kami yakin Kota Cilegon akan
terbebas dari banjir. Kuncinya jangan
membuang sampah di kali karena ini akan
menghambat aliran apalagi nanti di musim
penghujan maka masalah banjir menjadi
masalah baru bagi kita semua,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut Sabri juga
memaparka program lainnya untuk
meminimlisir dampak banjir yakni dengan
membuat sumur resapan di wilayah
Kecamatan Cibeber yang bekerjasama dengan
salah satu perusahaan di Kota Cilegon.

“Bangunan sumur resapan ini nanti
untuk menangkap hujan dan sebagai
sebagai cadangan. Kita sudah mengu-
sulkan kepada Bapperida agar program su-
mur resapan ini dimasukkan dalam
DPWKel Saban Juare. Program su-
mersapan ini bisa masuk menjadi kegiatan
mandatori di kelurahan,” ungkapnya.(***)

DATA SAMPAH DARI AMPIBI DARI KALI -KALI
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026

NO HARI DAN TANGGAL ARMADA RITASI
VOLUME

( M3 ) TONASE

SELASA/01.09.2026

RABU/02.09.2026

KAMIS/03.09.2026

JUM'AT/04.09.2026

SABTU/05.09.2026

SENIN/07.09.2026

SELASA/08.09.2026

RABU/09.09.2026

KAMIS/10.09.2026

JUM'AT/11.09.2026

SABTU/12.09.2026

SENIN/14.09.2026

SELASA/15.09.2026

RABU/16.09.2026

KAMIS/17.09.2026

JUM'AT/18.09.2026

SABTU/19.09.2026

SENIN/21.09.2026

SELASA/22.09.2026

RABU/23.09.2026

KAMIS/24.09.2026

JUM'AT/25.09.2026

SABTU26.09.2026

SENIN/28.09.2026

SELASA/29.09.2026

RABU/30.09.2026

CATOR

DUMPTRUCK

CATOR

CATOR

GEROBAK

CATOR

GEROBAK

GEROBAK

CATOR

CATOR

CATOR

CATOR

CATOR

CATOR

CATOR

CATOR

CATOR

GEROBAK

GEROBAK

DUMPTRUCK

DUMPTRUCK

CATOR

CATOR

GEROBAK

GEROBAK

CATOR

2

1

2

2

1

3

2

2

1

1

2

4

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

2

3

2

1

4

6

4

4

2

6

4

4

2

2

4

8

2

4

4

2

2

4

2

6

6

4

4

6

4

2

1.32

1.98

1.32

1.32

0.66

1.98

1.32

1.32

0.66

0.66

1.32

2.64

0.66

1.32

1.32

0.66

0.66

1.32

0.66

1.98

1.98

1.32

1.32

1.98

1.32

0.66

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

45 102 33.66TOTAL
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Atlet Diganjar Rumah dan Mobil dari Gubernur
SERANG, BANPOS - Gubernur Ban-
ten Andra Soni memberikan ap-
resiasi kepada Handayani, atlet di-
fabel asal Kota Cilegon yang berhasil
meraih medali emas di Asian Para
Games 2026 di Nagoya, Jepang.

Sebagai bentuk penghargaan
atas prestasi gemilang di kancah in-
ternasional itu, Handayani mene-
rima hadiah berupa satu unit ru-
mah, mobil, serta uang apresiasi se-
besar Rp30 juta dari Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Banten. Peng-
hargaan tersebut diberikan dalam
rangkaian peringatan Hari Sumpah
Pemuda di lapangan Setda Ban-
ten, Rabu, (28/10).

Andra mengatakan, apresiasi itu

merupakan bentuk penghargaan
atas perjuangan panjang Handayani
hingga mampu mengukir prestasi di
tingkat internasional.

Menurut Andra, Handayani bu-
kan hanya berhasil meraih medali
emas di Asian Para Games, tetapi
juga memiliki rekam jejak prestasi
di berbagai kompetisi.

Atlet asal Cilegon itu disebut per-
nah menjadi juara SEA Games, me-
raih prestasi di tingkat nasional,
hingga menduduki peringkat per-
tama dunia di cabang olahraga
yang ditekuninya.

“Handayani adalah atlet difabel,
atlet paralympic atau para games
yang bertanding di Asian Para Ga-

mes Nagoya. Dan alhamdulillah,
beliau mendapatkan medali emas.
Dan medali emas ini tentu harus
kita apresiasi karena ini proses per-
juangannya panjang,” kata Andra.

Ia menilai prestasi Handayani
patut mendapatkan penghargaan
karena merupakan hasil dari pro-
ses perjuangan yang panjang.
Andra juga menyebut keberhasil-
an tersebut menjadi kebanggaan
bagi masyarakat Banten, khusus-
nya warga Kota Cilegon.

Sebagai bentuk apresiasi, Pem-
prov Banten turut memberikan
uang sebesar Rp30 juta. Sementara
rumah dan mobil menjadi bagian
dari penghargaan yang diterima

Handayani atas prestasinya.
“Oleh karena itu, banyak apre-

siasi datang ke beliau. Alhamdu-
lillah, hari ini diserahkan rumah
dan sebuah kendaraan mobil, juga
dari Pemprov sebesar Rp30 juta,”
ujar Andra.

Andra berharap penghargaan
tersebut dapat bermanfaat bagi
Handayani sekaligus menjadi wu-
jud apresiasi masyarakat terhadap
atlet yang telah mengharumkan
nama daerah melalui prestasinya.

“Dan semoga itu bermanfaat buat
Handayani. Inilah bentuk apresiasi
masyarakat kepada Handayani,”
katanya.

Sementara itu, Handayani me-

ngaku tidak menyangka akan me-
nerima penghargaan berupa ru-
mah dan mobil. Ia menyampaikan
terima kasih kepada Andra Soni
dan Pemprov Banten atas perha-
tian yang diberikan kepadanya.

“Alhamdulillah banget, terima
kasih kepada Bapak Gubernur, ke-
pada Pemerintah Provinsi Banten
atas apresiasinya,” ujar Handayani.

Handayani mengatakan, peng-
hargaan tersebut menjadi motivasi
untuk terus meningkatkan prestasi
pada masa mendatang. Ia berharap
pencapaiannya juga dapat mendo-
rong atlet difabel lainnya untuk terus
mengembangkan kemampuan dan
potensi yang dimiliki.

“Enggak nyangka banget, po-
koknya. Senang banget, alhamdu-
lillah banget, dan menjadi motivasi
buat Handayani buat semakin
berprestasi ke depannya,” katanya.

Ia juga berpesan kepada teman-
teman difabel agar tidak menyerah
dalam mengembangkan minat dan
bakat. Menurutnya, setiap orang
memiliki potensi yang dapat terus
diasah untuk meraih prestasi.

“Semoga buat teman-teman difa-
bel semakin bisa termotivasi buat
belajar apa pun, kembangkan bakat,
minat bakat dan potensinya, jangan
pernah menyerah, dan semoga
prestasi-prestasi gemilang bermun-
culan,” tutur Handayani.(MPD/AZM)

Raih Emas di Asian Para Games

Kasat...
Sambungan dari Halaman 7

Anak Jalanan...
Sambungan dari Halaman 7

dimaksudkan untuk melegalkan
tempat hiburan malam (THM),
melainkan memperkuat upaya
menjaga nilai-nilai Kota Serang
Madani.

“Jangan sampai ada yang mem-
framing bahwa seolah setiap peru-
bahan raperda untuk melegalkan.
Malah kita untuk menyempurna-
kan,” kata Edi.

Ia juga menyinggung persoalan
perizinan THM pada masa kepe-
mimpinan Wali Kota Serang sebe-
lumnya, Syafrudin. Edi menyata-
kan tidak ada perizinan THM yang
diterbitkan pada masa tersebut.

Edi menambahkan, sejumlah
masukan dari kalangan ulama te-
lah dimasukkan dalam materi pe-
nyempurnaan Raperda PEKAT.
Hal itu termasuk pengaturan me-
ngenai miras dan upaya mencegah

peredarannya di lingkungan
permukiman.

Ia menegaskan, semangat pe-
nyusunan regulasi tersebut sejalan
dengan keinginan pemerintah
daerah untuk menjaga lingkungan
masyarakat dari peredaran minum-
an beralkohol.

Di sisi lain, Edi menjelaskan Ra-
perda PEKAT memiliki ruang lingkup
berbeda dengan Raperda Penye-
lenggaraan Kepariwisataan (PK)
yang juga tengah dibahas. Jika
regulasi kepariwisataan berfokus
pada kegiatan usaha, Raperda PE-
KAT diarahkan pada penanganan
penyakit masyarakat, termasuk per-
soalan anak jalanan dan pengemis.

Menurutnya, pendekatan terha-
dap kelompok rentan harus dise-
suaikan dengan ketentuan perun-
dang-undangan dan tidak menya-
makan mereka dengan pelaku
kejahatan.

“Jangan sampai memperlaku-
kan anak jalanan, pengemis, kayak
pelaku kejahatan. Itu kan nanti di
perda yang terbaru lebih humanis,
untuk bagaimana dibina, dididik,
dilatih untuk lebih punya keteram-
pilan juga,” ujarnya.

Karena itu, penanganan anak ja-
lanan yang kerap ditemukan di per-
simpangan dan lampu merah akan
lebih diarahkan pada pendataan,
pembinaan, serta pemberian kete-
rampilan. Pemerintah daerah, kata
dia, berkewajiban memberikan
edukasi dan mendorong mereka
agar memiliki kemampuan untuk
menjalankan usaha yang lebih baik.

Edi mengatakan, pihaknya juga
telah mengundang Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dalam
pembahasan tersebut. Ia meng-
ingatkan agar penegakan aturan
dilakukan secara konsisten, baik
terhadap anak jalanan maupun

terhadap aktivitas tempat hiburan
malam yang melanggar ketentuan.

“Jangan sampai kebalik. Ke anak
jalanan, pengemis mau brutal, te-
tapi ke tempat hiburan melehoy.
Poin-poin ini nanti kita perkuat di
sana,” tegasnya.

Terkait tahapan pembahasan,
Edi menyebut berbagai catatan
dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)
akan disampaikan kepada panitia
khusus (pansus) sebagai bahan pe-
nyempurnaan. Masukan tersebut
ditargetkan menjadi bagian dari
pembahasan lanjutan pada 2027.

Dengan penyempurnaan itu, Ra-
perda PEKAT diharapkan tidak ha-
nya menjadi instrumen penertib-
an, tetapi juga memberikan arah
penanganan penyakit masyarakat
yang lebih terukur, manusiawi,
dan sesuai dengan kebutuhan
warga Kota Serang.(MYU/AZM)

per jam, Dion juga belum membe-
rikan penjelasan. Ia beralasan ter-
dapat tugas mendadak yang harus
segera dilaksanakan.

“Oke, sebentar ya, mendadak ini
ada perintah,” ujar Dion sembari
berjalan menuju mobil.

Salah seorang anggota Satpol PP
yang berada di lokasi kemudian
menyebut bahwa tugas tersebut
kemungkinan berkaitan dengan
patroli.

“Ada patroli kayaknya itu,”
katanya.

Sebelumnya, Walikota Serang,
Budi Rustandi, menyatakan telah
berkoordinasi dengan Kasatpol PP
untuk menyiapkan langkah pener-
tiban. Ia bahkan memerintahkan
pembentukan satuan tugas di ke-
lurahan yang terindikasi memiliki
banyak rumah kos.

Budi juga memastikan Pemkot

Serang akan melakukan inspeksi
mendadak (sidak) untuk memerik-
sa penggunaan bangunan dan le-
galitas usaha kos-kosan.

“Iya dong, pasti (sidak),” tegas
Budi kepada awak media, Senin
(27/10).

Meski demikian, Budi mengakui
belum menerima data lengkap me-
ngenai jumlah kos-kosan yang di-
sewakan per jam maupun lokasi
yang diduga digunakan untuk ak-
tivitas negatif.

Menanggapi hal tersebut, pe-
ngamat kebijakan publik Repi
Rizali menilai, jika Walikota Serang
serius menertibkan kos-kosan
yang disewakan per jam, seharus-
nya instruksi kepada Satpol PP su-
dah jelas. Dengan begitu, Satpol PP
dapat menjelaskan tahapan per-
siapan hingga jadwal pelaksanaan
penertiban.

“Kalau memang Walikota serius
untuk menindak kos-kosan per

jam, harusnya sudah ada instruksi
kepada Satpol PP. Satpol PP juga
seharusnya bisa menjelaskan ba-
gaimana prosesnya, sejauh mana
persiapannya, dan kapan akan di-
laksanakan,” ujarnya kepada
BANPOS.

Menurut Repi, sikap Satpol PP
yang belum memberikan keje-
lasan justru memunculkan tanda
tanya di tengah pernyataan tegas
Walikota mengenai rencana
penertiban.

Ia bahkan menyebut ada tiga ke-
mungkinan yang perlu dijelaskan
di balik belum adanya kejelasan
tersebut.

“Ini kan aneh. Walikota menya-
takan secara tegas akan melakukan
penertiban, tetapi Satpol PP justru
tidak memberikan kejelasan. Ke-
mungkinannya hanya ada tiga.
Pertama, instruksi Walikota hanya
omon-omon. Kedua, Satpol PP
melakukan pembangkangan. Ke-

tiga, ada kepentingan tertentu
yang membuat agenda penertiban
ini tidak berjalan sebagaimana
mestinya,” tegasnya.

Meski demikian, Repi menilai
apa pun penyebabnya, situasi ter-
sebut menunjukkan adanya keti-
dakselarasan yang perlu dijelaskan
di tubuh Pemerintah dalam upaya
menertibkan kos-kosan yang
disewakan per jam.

Ia pun melontarkan sindiran ke-
ras agar Walikota tidak hanya me-
merintahkan penertiban terhadap
pemilik kos. Repi juga menuntut
agar Walikota memastikan jajar-
annya menjalankan instruksi ter-
sebut dengan benar.

“Atau sepertinya Walikota Se-
rang yang harus sidak dan mener-
tibkan Satpol PP Kota Serang ter-
lebih dahulu. Atau masyarakat
Kota Serang yang harus sidak ke
kantor Walikota untuk melakukan
penertiban,” pungkasnya.(ACG/AZM)
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10 SD...

pemenuhan mebelair di sekolah.
Pengadaan perlengkapan terse-
but dilakukan melalui anggaran
murni maupun anggaran peru-
bahan setiap tahunnya.

“Alhamdulillah Pak Walikota
sangat konsen soal mebelair. Dia
bantu mebelair setiap tahun, itu
setiap anggaran perubahan, ang-
garan murni, yaitu ada pembela-
jaran mebelair untuk menuntas-
kan program tadi,” katanya.

Ia menambahkan, kerusakan
berat yang masih menjadi perha-
tian pemerintah daerah lebih ba-
nyak ditemukan di tingkat SD.
Sementara itu, untuk jenjang se-

kolah menengah pertama (SMP),
terdapat tujuh sekolah yang
mendapatkan penanganan per-
baikan dengan kategori ringan.

“SD,” kata Zeka saat ditanya
mengenai jenjang sekolah yang
mendominasi kerusakan berat.

Zeka berharap seluruh sekolah
yang masuk kategori rusak berat
dapat ditangani pada tahun depan.
Setelah itu, pemerintah akan me-
lanjutkan penanganan terhadap
sekolah-sekolah dengan tingkat
kerusakan sedang dan ringan.

“Insyaallah tahun besok rusak
berat itu semua kita tangani. Dan
tinggal nanti rusak sedang dan ri-
ngan yang kita coba,” tandas-
nya.(ACG/AZM)
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Muhammad Ridam Nur, menilai
evaluasi dua tahun pemerintahan
Prabowo-Gibran perlu diarahkan
pada persoalan mendasar yang
masih dihadapi rakyat. Mulai dari
penanganan kebakaran hutan dan
lahan (karhutla), konflik agraria,
kebebasan sipil, hingga akses pen-
didikan, kesehatan, dan lapangan
pekerjaan.

“Dua tahun pemerintahan seha-
rusnya cukup menjadi momentum
untuk mengukur sejauh mana janji
kesejahteraan benar-benar dirasa-
kan masyarakat. Pemerintah tidak
boleh hanya menjadikan pertumbu-
han ekonomi, besarnya anggaran,
dan banyaknya program sebagai
ukuran keberhasilan, sementara
persoalan mendasar rakyat masih
belum terselesaikan,” jelasnya
dalam aksi demontrasi yang digelar
di KP3B pada Rabu (28/10).

Dalam evaluasinya, BEM Ban-
ten Bersatu menyoroti penanga-
nan karhutla yang dinilai mem-
butuhkan keseriusan pemerintah.
Mereka mendorong penanganan
bencana dilakukan secara terukur,
termasuk mempertimbangkan
penetapan status bencana nasio-
nal apabila memenuhi kriteria
yang diatur dalam perundang-
undangan.

Selain itu, pemerintah diminta
mengevaluasi kebijakan penge-
lolaan hutan dan menindaklanjuti
dugaan tanggung jawab pihak
terkait berdasarkan hasil pemerik-
saan yang objektif. Desakan ter-
sebut, menurut mereka, harus
ditempatkan dalam kerangka akun-

BEM se-Banten...
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pihak yang disalahkan.
“Persoalan lingkungan tidak

bisa berhenti pada penanganan
saat bencana terjadi. Pemerintah
harus memastikan ada evaluasi
terhadap tata kelola, pengawasan,
dan kebijakan yang berpotensi
memperburuk keadaan. Jika dite-
mukan tanggung jawab pejabat
atau pihak tertentu berdasarkan
bukti yang sah, harus ada tindak
lanjut yang jelas,” lanjutnya.

Di sektor agraria, mahasiswa
menuntut percepatan reforma
agraria agar tidak berhenti sebagai
program administratif. BEM Ban-
ten Bersatu menilai penyelesaian
konflik lahan dan kepastian hak
masyarakat harus menjadi bagian
penting dari agenda pembangu-
nan, terutama bagi warga yang
selama ini menghadapi persoalan
penguasaan tanah.

Mereka juga mengingatkan bah-
wa pembangunan tidak seharus-
nya mengorbankan hak masyara-
kat. Pemerintah diminta memas-
tikan kebijakan pertanahan dan
pengelolaan sumber daya alam
berpihak pada kepentingan pu-
blik, bukan hanya menguntung-
kan kelompok tertentu.

Sorotan lainnya menyangkut
kebebasan sipil, hak asasi manusia
(HAM), dan keterlibatan militer
dalam ruang-ruang sipil. BEM
Banten Bersatu mendesak refor-
masi sektor keamanan serta pe-
nguatan pengawasan demokratis
agar kewenangan negara tidak
digunakan untuk membatasi kritik
maupun ruang partisipasi ma-
syarakat.

“Demokrasi tidak cukup hanya
ditandai dengan adanya pemilu.
Kebebasan menyampaikan pen-
dapat, perlindungan HAM, dan ru-
ang kritik bagi masyarakat harus te-
tap dijaga. Negara perlu memasti-
kan bahwa penegakan hukum ber-
jalan secara adil dan kewenangan
aparat tidak melampaui prinsip-
prinsip demokrasi,” paparnya.

Di bidang pendidikan dan ke-
sehatan, mahasiswa meminta
pemerintah memastikan program
yang dijalankan benar-benar
menjawab kebutuhan masyarakat.
Akses terhadap layanan dasar di-
nilai tidak boleh sekadar menjadi
target dalam dokumen kebijakan,
tetapi harus terwujud melalui
layanan yang terjangkau, berkua-
litas, dan merata.

BEM Banten Bersatu turut
menyoroti kebijakan ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja. Target
pembukaan 19 juta lapangan
kerja, serta berbagai program
seperti Bantuan Subsidi Upah
(BSU), Jaminan Kehilangan Pe-
kerjaan (JKP), Kartu Prakerja, dan
Magang Nasional, perlu dievaluasi
berdasarkan manfaat nyata yang
diterima masyarakat.

Menurut mereka, keberadaan
program tidak otomatis menun-
jukkan keberhasilan apabila pe-
laksanaannya belum mampu
menjawab persoalan penganggur-
an dan perlindungan pekerja.
Pemerintah diminta membuka
evaluasi yang transparan, terma-
suk mengenai capaian, penerima
manfaat, dan dampaknya terha-
dap kondisi ekonomi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis

Banten dari sektor eksekutif, Rabu,
(28/10).

Eli menyebut, beberapa aspek
yang menjadi perhatian dalam
upaya pencegahan korupsi di
Banten antara lain sosialisasi
antikorupsi, pelayanan publik,
serta manajemen sumber daya
manusia. Perbaikan pada area-
area tersebut diharapkan dapat
memperkuat tata kelola pemerin-
tahan sekaligus mengurangi risiko
penyimpangan.

Menurut Eli, kegiatan bersama
pemerintah daerah tidak boleh
berhenti pada pelaksanaan sosia-
lisasi atau lokakarya. Setelah ke-
giatan berlangsung, harus ada
tindak lanjut berupa pembenahan
apabila ditemukan persoalan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengatakan, KPK melihat
adanya itikad dari Gubernur Ban-
ten Andra Soni untuk bersinergi
dalam memperbaiki tata kelola
pemerintahan. Upaya tersebut
diharapkan dapat membuat pe-
laksanaan program pembangunan

lebih optimal dan mencegah ter-
jadinya kebocoran anggaran mau-
pun penggelembungan harga atau
markup.

”Dari KPK sendiri melihat itikad
luar biasa dari Pak Gubernur de-
ngan bersinergi dengan KPK untuk
perbaikan tata kelola sehingga ha-
silnya lebih optimal dalam pem-
bangunan, mencegah ada keboco-
ran, mencegah ada markup dan
sebagainya sehingga hasilnya pasti
akan lebih optimal untuk menca-
pai program dan sasaran beliau
sebagai kepala daerah,” ujarnya.

Eli menegaskan, jika ditemukan
penyimpangan, pemerintah perlu
melakukan perbaikan dan tinda-
kan korektif. Penguatan pengawa-
san juga diperlukan agar potensi
kebocoran anggaran maupun
praktik mark up dapat dicegah.

”Pasti diharapkan setelah sele-
sai workshop ini akan ada tindak
lanjut berupa perbaikan-perbai-
kan. Ketika ditemukan ada pe-
nyimpangan-penyimpangan, ke-
mudian selain perbaikan-perbai-
kan, pasti juga ada tindakan-tin-
dakan koreksi untuk mencegah

kebocoran, untuk mencegah
markup, juga penguatan dari sisi
pengawasan juga,” katanya

Sementara itu, Gubernur Ban-
ten Andra Soni mengatakan, ke-
giatan bersama KPK merupakan
bagian dari upaya yang telah
direncanakan untuk memperkuat
pencegahan korupsi di lingkungan
pemerintahan daerah. Ia menye-
but, pendampingan KPK melalui
pendidikan, supervisi, dan pence-
gahan menjadi bagian penting
dalam mendorong perbaikan tata
kelola.

”Ya, alhamdulillah, hari ini kita
melaksanakan kegiatan dari te-
man-teman KPK. Dalam hal ini
ada Deputi Pendidikan dan Deputi
Korsup,” ujar Andra.

Menurut Andra, upaya pence-
gahan korupsi perlu dilakukan
secara berkelanjutan melalui
koordinasi dan komitmen bersa-
ma. Ia juga mengapresiasi KPK
yang terus memberikan pendam-
pingan kepada pemerintah daerah.

”Sehingga kita harus terus
melakukan koordinasi dan terima
kasih kepada KPK yang terus

memberikan upaya pendidikan, su-
pervisi dan pencegahan,” katanya.

Andra menjelaskan, rangkaian
kegiatan tersebut tidak hanya
menyasar sektor eksekutif. Sehari
sebelumnya, kegiatan serupa
dilakukan pada sektor legislatif,
sedangkan agenda berikutnya
direncanakan melibatkan kepala
daerah se-Jawa Barat dan Banten.

Ia menegaskan, hasil kegiatan
tersebut perlu ditindaklanjuti agar
komitmen pencegahan korupsi
tidak sebatas menjadi kesepa-
katan, tetapi tercermin dalam
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan.

Andra menuturkan, pencegahan
korupsi merupakan bagian pen-
ting dari upaya mewujudkan pem-
bangunan daerah yang berhasil.
Sebab, praktik korupsi dapat
menghambat pencapaian tujuan
pembangunan dan mengurangi
manfaat program pemerintah bagi
masyarakat.

”Karena tidak ada daerah yang
maju berhasil pembangunannya
jika masih terjadi korupsi,” te-
gasnya.(MPD/ENK)

(MBG) juga menjadi perhatian.
BEM Banten Bersatu menekankan
pentingnya pengawasan terhadap
pelaksanaan program, terutama
menyangkut standar kebersihan,
keamanan pangan, serta pertang-
gungjawaban anggaran. Program
yang menyasar kebutuhan dasar
masyarakat itu dinilai harus dija-
lankan dengan tata kelola yang
ketat agar manfaatnya tidak diba-
yangi persoalan pelaksanaan.

“Program pemerintah harus
dinilai dari kualitas pelaksanaan
dan dampaknya, bukan hanya dari
jumlah penerima atau besarnya
anggaran. Untuk program yang
menyangkut kebutuhan dasar ma-
syarakat, pengawasan harus diper-
kuat dan setiap persoalan wajib
ditindaklanjuti secara terbuka,”
demikian sikap BEM Banten Bersatu.

Melalui evaluasi dua tahun pe-
merintahan tersebut, mahasiswa
mendesak pemerintah menyam-
paikan pertanggungjawaban seca-
ra terbuka terhadap kebijakan dan
program yang telah dijalankan.

Mereka menilai masyarakat ber-
hak mengetahui capaian, kekura-
ngan, serta langkah korektif yang
akan diambil pemerintah.

Bagi BEM Banten Bersatu, dua
tahun pemerintahan bukan seka-
dar penanda waktu, melainkan ke-
sempatan untuk menguji konsis-
tensi antara janji politik dan reali-
tas kehidupan masyarakat. Peme-
rintah diminta tidak menjadikan
kritik sebagai gangguan, tetapi se-
bagai bagian dari kontrol publik da-
lam penyelenggaraan negara. Mas-
sa aksi kemudian membubarkan
diri sekira pukul 18.10 WIB.(MYU/ENK)

Banten Masih...
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Hengkangnya PT Parkland World
Indonesia (PWI) 6 dari Rangkas-
bitung, Kabupaten Lebak, menyi-
sakan persoalan yang tak hanya
menyangkut pemutusan hubung-
an kerja (PHK) terhadap 1.100 kar-
yawan, tetapi juga dugaan gang-
guan dari oknum tertentu yang di-
sebut-sebut memengaruhi kepu-
tusan perusahaan meninggalkan
daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Provinsi
Banten Septo Kalnadi mengata-
kan, hingga Rabu (28/10), Disna-
kertrans Kabupaten Lebak belum

menerima surat resmi perusahaan
terkait perpindahan tersebut.
Meski demikian, pihaknya mem-
peroleh informasi bahwa perusa-
haan telah menyampaikan permo-
honan secara lisan.

Septo menyebutkan, terdapat
sejumlah kemungkinan yang
melatarbelakangi keputusan PWI
6 meninggalkan Rangkasbitung,
mulai dari berakhirnya kontrak
gedung pabrik, persoalan upah
minimum sektoral, hingga keter-
kaitan dengan perpindahan peru-
sahaan lain dalam rantai pasok
industri. Menurutnya, PWI 6 me-
rupakan bagian dari jaringan usa-

Disnakestrans Banten...
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memastikan pembangunan dae-
rah berdampak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Wakapolda Banten Brigjen Pol
Zain Dwi Nugroho mengatakan,
semangat Sumpah Pemuda yang
diikrarkan pada 1928 harus tercer-
min dalam karakter dan tindakan
generasi penerus bangsa, bukan
sekadar diperingati melalui sere-
moni tahunan. Pesan itu disam-
paikan Zain saat memimpin upa-
cara peringatan Hari Sumpah Pe-
muda ke-98 di Lapangan Apel Pol-
da Banten. Kegiatan tersebut me-
ngusung tema “Patriotik, Gigih,
Berempati: Pemuda untuk In-
donesia”.

“Semangat ini harus terus hi-
dup, tidak hanya dalam ingatan,
tetapi juga menjadi bagian dari
karakter setiap generasi penerus
bangsa,” ujarnya.

Pesan serupa disampaikan
Bupati Pandeglang Raden Dewi
Setiani saat memimpin upacara
peringatan Hari Sumpah Pemuda
di halaman Sekretariat Daerah
Kabupaten Pandeglang. Dewi me-
ngajak generasi muda menjadikan
semangat perjuangan para pen-
dahulu sebagai dorongan untuk
menjadi motor perubahan di
daerah. Ia menekankan tiga nilai
utama, yakni patriotisme, kegigih-
an, dan empati.

Menurutnya, patriotisme dapat
diwujudkan melalui kecintaan
terhadap daerah, menjaga persa-
tuan, serta menangkal penyebaran
hoaks dan paham radikalisme.
Sementara kegigihan diperlukan
untuk meningkatkan pendidikan,
keterampilan, inovasi, dan daya
saing di tengah perkembangan
teknologi digital.

Adapun empati, kata Dewi, ha-
rus ditunjukkan melalui kepedu-
lian sosial, gotong royong, dan
sikap menghargai perbedaan.

Pemkab Pandeglang juga berh-
arap keterlibatan pemuda di ber-
bagai sektor dapat melahirkan
gagasan baru, membuka peluang
usaha, memperluas lapangan ker-
ja, serta meningkatkan nilai tam-
bah potensi lokal.

Sementara itu, Sekretaris Dae-
rah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia
Ade Putra menegaskan, semangat
Sumpah Pemuda tidak boleh
berhenti sebagai slogan. Generasi
muda perlu menerjemahkan nilai
persatuan ke dalam karakter dan
kontribusi nyata dalam kehidupan
sehari-hari.

Menurut Aziz, kemajuan bangsa
tidak cukup diukur dari pem-
bangunan infrastruktur, perkem-
bangan teknologi, maupun keka-
yaan sumber daya. Kualitas sum-
ber daya manusia yang berkarak-

ter, pantang menyerah, dan peduli
terhadap sesama juga menjadi
faktor penting.

Ia mengingatkan, patriotisme
harus diwujudkan melalui pe-
ngabdian, kegigihan melalui se-
mangat pantang menyerah, dan
empati melalui kepedulian terha-
dap masyarakat yang membutuh-
kan pertolongan.

Di tengah pesan tersebut, HMI
MPO BADKO Banten menyoroti
persoalan mendasar yang masih
dihadapi masyarakat, mulai dari
pengangguran, kemiskinan, ke-
timpangan pembangunan, hingga
keterbatasan akses pendidikan.

Formatur HMI MPO BADKO
Banten, Tubagus Tri Aprilyandi,
mendesak pemerintah provinsi
maupun kabupaten dan kota
memastikan kebijakan pemba-
ngunan tidak hanya berorientasi
pada pencapaian fisik, tetapi juga
menjawab kebutuhan masyarakat
kecil dan generasi muda.

Tri menilai, keberhasilan pem-
bangunan semestinya diukur dari
kemampuan pemerintah mene-
kan kemiskinan dan pengang-
guran, meningkatkan kualitas
pendidikan, membuka lapangan
kerja, serta memperluas akses
pelayanan publik.

Ia juga meminta pemuda tidak
sekadar dijadikan pelengkap
agenda politik, tetapi diberikan
ruang untuk menyampaikan kritik,
mengawal kebijakan publik, dan
terlibat dalam menentukan arah
pembangunan.

Menurut Tri, kritik terhadap
pemerintah merupakan bagian
dari tanggung jawab moral dan
konstitusional pemuda untuk
memastikan penyelenggaraan
kekuasaan tetap berpihak kepada
kepentingan rakyat.

“Persatuan tidak boleh dimak-
nai sebagai sikap diam terhadap
ketidakadilan. Persatuan harus
menjadi kekuatan kolektif untuk
memperjuangkan kepentingan
rakyat dan menjaga masa depan
bangsa,” tegasnya.

HMI MPO BADKO Banten turut
menyerukan perluasan kesem-
patan kerja, peningkatan kualitas
pendidikan, penguatan kapasitas
intelektual pemuda, serta kola-
borasi organisasi mahasiswa dan
kepemudaan dalam mengawasi
kebijakan publik.

Tri menegaskan, peringatan
Sumpah Pemuda tidak seharusnya
berhenti pada seremoni tahunan.
Semangat ikrar 28 Oktober 1928
harus diwujudkan melalui tinda-
kan nyata untuk menjawab per-
soalan sosial dan memperjuang-
kan keadilan. “Pemuda bukan
hanya pewaris masa depan, tetapi
penentu arah perubahan hari ini,”
tandasnya.(CR03/DHE/MYU/ENK)

Pemuda Dituntut...
Sambungan dari Halaman 1

ha PWI yang salah satu unitnya
sebelumnya beroperasi di ka-
wasan Cikande. Perpindahan
perusahaan dalam rantai pasok
tersebut berpotensi memengaruhi
keputusan unit usaha lainnya.

“PWI itu ada enam, yang satu
sudah pindah, dan ini menyusul.
Informasinya ke Jawa Tengah,
cuma rinci di mananya kita belum
tahu karena laporan tertulisnya
belum bikin. Kita enggak mau
berandai-andailah. Baru katanya-
katanya,” kata Septo.

Di tengah sejumlah kemung-
kinan tersebut, Septo mengakui
pihaknya akan menelusuri dugaan
gangguan dari oknum tertentu
yang sebelumnya disampaikan
Bupati Lebak Hasbi Jayabaya. Me-
nurutnya, dugaan itu harus dipas-
tikan agar tidak menimbulkan stig-
ma terhadap masyarakat Rang-
kasbitung. “Nah, itu yang kita
pastikan oknum-oknumnya itu
apa, gitu ya. Jangan sampai itu
mendiskreditkan warga masya-
rakat sekitar Rangkasbitung khu-
susnya,” tegasnya.

Septo mengungkapkan, Disna_-
kertrans pernah menerima penga-
duan dari masyarakat yang tidak
memperoleh pekerjaan di ling-
kungan perusahaan. Namun, ia
menegaskan, informasi tersebut
belum cukup untuk menyimpul-

kan adanya gangguan yang me-
nyebabkan perusahaan memin-
dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada
bukti yang dapat disampaikan
kepada Disnakertrans mengenai
dugaan tingginya biaya tambahan
yang harus ditanggung perusa-
haan. Karena itu, pihaknya belum
dapat memastikan apakah per-
soalan tersebut berkaitan dengan
keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-
hak pekerja yang terdampak PHK
masih berlangsung. Septo menga-
takan, meskipun penyelesaian
tersebut semestinya dilakukan
pada Juni lalu, pihaknya masih
memastikan hak karyawan diba-
yarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya
diomongkan dulu, win-win solution.
Harus win-win solution,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-
da Banten Kombes Pol Maruli Ahi-
les Hutapea mengimbau pengu-
saha agar tidak ragu melaporkan
dugaan gangguan yang berpotensi
menghambat kegiatan usaha dan
mengganggu iklim investasi. Ma-
ruli mengatakan, laporan dapat di-
sampaikan melalui Bhabinkam-
tibmas, Polsek, Polres, maupun
Polda Banten. Pelaku usaha juga
dapat memanfaatkan layanan call
center 110.

“Silakan melaporkan langsung.
Ada Bhabinkamtibmas, Polsek
dan jajaran, Polres dan jajaran,
hingga Polda Banten. Bisa juga
melalui layanan call center 110,”
kata Maruli kepada BANPOS, Ra-
bu (28/10).

Ia menyatakan, hingga saat ini
Polda Banten belum menerima
informasi maupun pengaduan
terkait dugaan gangguan terhadap
pengusaha dalam persoalan ter-
sebut. Meski demikian, kepolisian
memastikan laporan yang masuk
akan ditindaklanjuti.

Maruli juga menegaskan komit-
men kepolisian menjaga keaman-
an dan ketertiban masyarakat,
termasuk mencegah praktik pung-
li dan gangguan terhadap aktivitas
dunia usaha.

Sebelumnya, Bupati Lebak Hasbi
Jayabaya menduga keputusan PWI
6 meninggalkan Rangkasbitung
tidak semata-mata disebabkan
berakhirnya kontrak gedung pabrik.
Ia menilai kemungkinan adanya
gangguan dari oknum tertentu perlu
ditelusuri karena dapat meme-
ngaruhi kenyamanan investor
dalam menjalankan usaha.

“Mungkin saja mereka berbisnis
ada gangguan-gangguan dari
oknum sehingga berdampak pada
iklim investasi yang menjadi tidak
kondusif. Jadi, bukan hanya soal

kontrak dengan pemilik pabrik
habis, bukan karena itu, tapi banyak
sudut pandang,” ungkap Hasbi.

Dugaan tersebut turut men-
dapat perhatian anggota DPRD
Banten dari Fraksi PPP-PSI, Musa
Weliansyah. Ia meminta peme-
rintah menindaklanjuti pernyata-
an Bupati Lebak secara terbuka
untuk memastikan penyebab
perusahaan meninggalkan daerah
tersebut.

Musa menilai persoalan itu tidak
boleh dianggap sepele karena
menyangkut nasib ribuan pekerja
sekaligus keberlangsungan inves-
tasi di Banten. Ia juga meminta
Disnakertrans lebih proaktif ber-
komunikasi dengan perusahaan
dan pemerintah daerah untuk
mengantisipasi potensi PHK.

“Jadi pemerintah tidak boleh
tinggal diam. Ya diusut tuntas. Saya
mendukung apa yang disam-
paikan oleh Bupati, kalau memang
ada oknum segera diusut tuntas,
jangan dibiarkan,” tegas Musa.

Hingga kini, dugaan keterlibatan
oknum dalam perpindahan PWI 6
belum dipastikan. Identitas pihak
yang diduga mengganggu perusa-
haan maupun bukti yang meng-
hubungkan dugaan tersebut de-
ngan keputusan hengkangnya PWI
6 juga belum diungkapkan secara
resmi.(MYU/MPD/ENK)

Seperti biasa ia sekonyong-ko-
nyong Ia berceloteh tanpa aba.
Bercerita tentang sebuah kondisi
negeri dan kaum margin proletar
yang makin terjepit. Menurutnya
kini kaum oportunis ramai me-
manfaatkan situasi, cari peluang
untung. Dan mereka kaum oligarki
terus menjilat penguasa dengan
memelihara keadaan agar terus
berpihak pada mereka.

Sementara kaum dagelan, yakni
para nayaga penguasa sibuk mem-
bangun pernyataan klarifikasi,
padahal fakta yang terjadi tak se-
suai dengan retorikanya. Sehingga
berdampak pada sang pemimpin
jadi bulan-bulanan lelucon, sang
maestro berharap itu jangan sam-
pai keterusan.

Kakek maestro terlihat menghe-
la nafas, lalu melanjutkan, masih-
kah petinggi menggemukan ba-
dan-badan, memboroskan opera-
sional, di satu sisi finansial negara
makin terhimpit. Masihkah mem-
buat program nemu dijalan, ma-
sihkah mempertahankan program
pemborosan, dan masihkah nepo-
tisme masih dipelihara?

Di sisi lain dunia protes asap,
hutan terus terbakar untuk sebuah
mega komoditas sawit. Pada sisi
lain daerah-daerah mulai protes
akan pendapatan bagi hasil yang
tak adil.

Persatuan bangsa jangan sam-

Vox Populi...
Sambungan dari Halaman 1 pai ternoda bahkan lenyap. Nun 98

tahun lalu pemuda berikrar akan
sakralnya satu nusa satu bangsa
dan satu bahasa. Dan mereka itu
bersatu dalam kesepakatan ideo-
logi, kendati dari latar belakang
yang berbeda.

Sementara kaum proletar tetap
menjadi budaj-budak dengan
perut lapar panjang. Inilah wajah
bangsa ini sekarang. Ia menghela
nafas panjang, aku terus terdiam
ikut hanyut. Ia menambahkan,
bahwa ideologi bangsa ini tak akan
lepas dari tiga pengaruh kekuatan,
yakni : Nasionalisme, Religius dan
Sosialisme, itu lahir sebelum
bangsa ini lahir. Semuanya tersim-
pan dalam pusaka Pancasila yang
penuh tatakrama adiluhung.

Sambil beranjak, sang maestro
menutur, bahwa wajah bangsa
akan selalu terlihat berwibawa di
dunia, mengakar di rakyat dan
kondisi adil makmur gemah ripah
akan tercipta. Itu akan terwujud ji-
ka para pemimpin tetap berpe-
gang teguh pada budaya nusan-
tara adiluhung. Bukan malah ter-
jebak dalam circle mental-mental
oportunis, pragmatis dan korup,
yang justru membuat bangsa ini
bisa membuat bangsa ini kolaps.

Akhirnya sang maestro bergu-
mam, semoga masih ada setitik
harapan terbaik di depan, ungkap-
nya sambil ngeloyor berjalan ke
pinggir kota sembari bersenan-
dung sholawat. *

Santri Championship...
Sambungan dari Halaman 1

Sekretaris Pelaksana Santri
Championship 2026, Agus Ju-
baedi, mengatakan bah wa penye-
lenggaraan kejuaraan tersebut
merupakan bentuk kepedulian
terhadap perkembangan atlet pen-
cak silat di Banten. Melalui ajang
ini, para pelajar mendapat kesem-
patan untuk mengekspresikan
kecintaan mereka terhadap bela
diri sekaligus menunjukkan ke-
mampuan yang selama ini diasah.

“Memang kegiatan ini masih
dalam rangkaian peringatan Hari
Santri. Namun, lebih dari itu, kami

ingin memberikan ruang bagi
atlet-atlet muda di Banten untuk
menyalurkan bakat dan kemam-
puan mereka,” ujar Agus.

Menurutnya, potensi atlet pen-
cak silat di kalangan pelajar perlu
mendapatkan ruang untuk ber-
kembang. Karena itu, kompetisi
seperti Santri Championship
diharapkan dapat mendorong
para peserta untuk terus berlatih
dan meningkatkan kemampuan.

“Kami ingin anak-anak yang
memiliki bakat di pencak silat
punya kesempatan untuk tampil
dan menunjukkan kemampuan-
nya. Jangan sampai bakat mereka

tidak berkembang karena tidak
memiliki wadah untuk bertan-
ding,” katanya.

Agus berharap kejuaraan terse-
but tidak hanya menjadi ajang
untuk meraih kemenangan, tetapi
juga menjadi pengalaman ber-
harga bagi para peserta dalam
memba-ngun mental bertanding,
kedisiplinan, dan sportivitas.

“Menang atau kalah itu bagian
dari pertandingan. Yang terpen-
ting, mereka berani tampil, men-
dapatkan pengalaman, dan terus
semangat berlatih agar ke depan
bisa menjadi atlet yang berpres-
tasi,” tambahnya.

Sementara itu, panitia lainnya,
Nurdin, mengatakan bahwa Santri
Championship 2026 menjadi ke-
sempatan bagi para pelajar untuk
membuktikan kemampuan mere-
ka di arena pertandingan. Menu-
rutnya, bakat atlet muda perlu di-
dukung dengan kompetisi yang
dapat mendorong mereka ber-
kembang.

“Kejuaraan ini menjadi kesem-
patan bagi para peserta untuk me-
nunjukkan hasil latihan mereka. Di
sini, mereka bisa mengukur ke-
mampuan sekaligus belajar dari la-
wan yang dihadapi,” ungkap
Nurdin.(ENK)



Pelaksanaan Lelang :
Cara Penawaran : Open Bidding (melalui internet)
Hari / Tanggal Lelang : Kamis / 12 November 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 12 November 2026 Pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Regional Loan Quality Jakarta 1 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, terhadap barang jaminan (objek lelang) milik debitur
atas nama MAMAH MARYAMAH berupa :

Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://lelang.go.id, Syarat dan ketentuan serta tata cara

mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan Panduan Penggunaan".
2. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal

terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas,
pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk
apapun kepada KPKNL Tangerang II dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan
uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus
efektif diterima KPKNL Tangerang II paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4. Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA
dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil
melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari

sebelum pelaksanaan lelang. Info dapat menghubungi KPKNL Tangerang II Telp. (021) 53163356, PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk  Consumer Collection Recovery & Asset Sales Division 2, Regional Loan
Quality Jakarta 1, Cluster Loan Quality Tangerang 3 Telp. (021) 5539363.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 02185/Ciakar luas tanah 72 m2 atas nama
MAMAH MARYAMAH terletak di Blok V-16 no.16, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten (sesuai sertipikat), setempat dikenal dengan Perumahan Citra Raya Cluster Green Sevilla Blok V-16 no.16.

(Nilai Limit Rp 692.880.000,-; Penyetoran Jaminan Sebesar Rp 138.576.000,-)

 KPKNL TANGERANG II

Tangerang, 29 Oktober 2026
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PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
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Pelaksanaan Lelang :
Cara Penawaran : Open Bidding (melalui internet)
Hari / Tanggal Lelang : Kamis / 12 November 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 12 November 2026 Pukul 09:45 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II

Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Regional Loan Quality Jakarta 1 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, terhadap barang jaminan (objek lelang) milik debitur
atas nama ANGGI AZIZAH berupa :

Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://lelang.go.id, Syarat dan ketentuan serta tata cara

mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan Panduan Penggunaan".
2. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal

terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas,
pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk
apapun kepada KPKNL Tangerang II dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan
uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus
efektif diterima KPKNL Tangerang II paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4. Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA
dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil
melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari

sebelum pelaksanaan lelang. Info dapat menghubungi KPKNL Tangerang II Telp. (021) 53163356, PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk  Consumer Collection Recovery & Asset Sales Division 2, Regional Loan
Quality Jakarta 1, Cluster Loan Quality Tangerang 3 Telp. (021) 5539363.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 02206/Ciakar luas tanah 72 m2 atas nama
ANGGI AZIZAH terletak di Blok M-3 No. 16, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten (sesuai sertipikat), setempat dikenal dengan Perumahan Citra Raya Cluster Graha Siena Blok M-3 No. 16.

(Nilai Limit Rp 398.000.000,-; Penyetoran Jaminan Sebesar Rp 79.600.000,-)

 KPKNL TANGERANG II

Tangerang, 29 Oktober 2026
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Keterangan:
- Nominal Jaminan yang disetorkan ke

rekening VA (Virtual Account) harus
sama dengan Nominal jaminan yang
disyaratkan.

- Jaminan harus efektif diterima oleh
KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu)
hari  sebelum pelaksanaan lelang.

- Pemenang lelang akan dikenakan PPN
oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga
lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

- Segala biaya yang timbul sebagai
akibat mekanisme perbankan menjadi
beban peserta lelang termasuk BPHTB
dan tunggakan PBB.

- Cara Penawaran : Terbuka, Melalui Internet (Open Bidding)
- Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal :

Kamis, 05 November 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang di aplikasi lelang s.d

batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 05 November 2026, 09.00 WIB

(sesuai Waktu Server).
- Alamat Domain Lelang : www.lelang.go.id
- Tempat  : KPKNL  Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan,

Taruna, Kota Tangerang.
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
- Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah

pelaksanaan lelang

NASIONAL10 KAMIS, 29 OKTOBER 2026BANTEN POS

JAKARTA, BANPOS - Direkto-
rat Jenderal Imigrasi Kemen-
terian Imigrasi dan Pemasya-
rakatan menetapkan Be-
randa Imigrasi sebagai je-
nama tunggal bagi 254 titik
pelayanan di luar kantor
imigrasi. Kebijakan itu me-
mudahkan masyarakat me-
ngenali dan menemukan
lokasi layanan keimigrasian
di berbagai ruang publik.

Direktur Jenderal Imigrasi
Hendarsam Marantoko me-
ngatakan penyeragaman
nama mengurangi kebingu-
ngan masyarakat. Beragam
istilah dan singkatan selama
ini digunakan untuk menye-
but unit layanan di luar
kantor imigrasi. Ia menilai
nama tunggal memudahkan
masyarakat dari berbagai
kalangan mengenali layanan.

“Selama ini masyarakat
mungkin familiar dengan
istilah ULP, UKK, atau
Immigration Lounge,” kata
Hendarsam.

Dari 254 titik layanan, 156
merupakan Mal Pelayanan
Publik, 33 Unit Layanan
Paspor, dan 20 Immigration
Lounge. Selain itu, terdapat
16 LTSP/LTSA, 15 Unit Kerja
Kantor Imigrasi, 13 Ultima I’m
SeZ, serta satu Immigration
Corner. Penyeragaman nama
juga diterapkan pada Google
Maps dan aplikasi M-Paspor.

Masyarakat dapat mencari
titik layanan dengan mengetik-
kan “Beranda Imigrasi” diikuti
nama wilayah atau lokasi.
Contohnya, Immigration
Lounge Senayan City Mall kini
menjadi Beranda Imigrasi
Senayan City Mall. Format
seragam itu memudahkan
pencarian lokasi layanan.

“Gagasan utamanya ada-

lah menghadirkan area la-
yanan berkonsep ramah dan
bersahabat yang mengikis
kesan kaku birokrasi, namun
tetap menjunjung tinggi
ketertiban administratif dan
profesionalisme,” ungkapnya.

Hendarsam menjelaskan
nama Beranda Imigrasi
dipilih karena filosofi titik
temu terdepan di sebuah
rumah. Filosofi itu mencer-
minkan pelayanan hangat,
ramah, dan terbuka bagi
masyarakat. Titik layanan di
mal, kampus, dan kawasan
terpadu mendekatkan la-
yanan keimigrasian.

Penamaan tunggal diha-
rapkan memperkuat pe-
ngenalan layanan keimigra-
sian di ruang publik. Ma-
syarakat lebih mudah mengi-
dentifikasi lokasi melalui
nama sama meski jenis unit
berbeda. Hendarsam ber-
harap layanan itu menjadi
sahabat masyarakat dalam
mempersiapkan dokumen
perjalanan.

“Dengan mengusung
semangat pelayanan yang
dekat, hangat, dan ramah,
Beranda Imigrasi siap
menjadi sahabat masyarakat
dalam mempersiapkan
dokumen perjalanan menuju
berbagai penjuru dunia,”
pungkas Hendarsam.

Keberadaan titik layanan
di pusat keramaian seperti
mal dan kampus mendekat-
kan pelayanan keimigrasian
kepada masyarakat. Masya-
rakat memiliki lebih banyak
pilihan lokasi tanpa harus
mendatangi kantor imigrasi.
Penamaan tunggal itu mem-
perkuat pengenalan layanan
keimigrasian di berbagai
ruang publik. (AZM/RMID)

Imigrasi Seragamkan Nama
Beranda Layanan Publik

JAKARTA, BANPOS -
Kementerian Haji dan Umrah
(Kemenhaj) mengumumkan
daftar jemaah haji reguler dalam
alokasi kuota penyelenggaraan
ibadah haji 1448 Hijriah/2027
Masehi. Jemaah bisa memeriksa
status keberangkatan melalui
laman resmi Kemenhaj sebelum
tahapan pelunasan. Pemerik-
saan kesehatan untuk pe-
netapan istithaah diperlukan
sebelum pelunasan Biaya Per-
jalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi
jemaah yang telah memenuhi
syarat.

Dirjen Pelayanan Haji Ke-
menhaj Ian Heriyawan me-
nyebut daftar itu mencakup tiga
kelompok jemaah yang berhak.
Kelompok tersebut ialah
jemaah lunas tunda berangkat,

jemaah masuk alokasi kuota
musim berjalan, serta jemaah
lanjut usia yang diprioritaskan.
Ian meminta jemaah memeriksa
status masing-masing melalui
laman resmi Kemenhaj secara
berkala.

“Jemaah dapat memeriksa
status masing-masing melalui
laman resmi Kemenhaj. Setelah
mengetahui statusnya, jemaah
perlu mempersiapkan tahapan

berikutnya, terutama pemerik-
saan kesehatan untuk me-
mastikan pemenuhan per-
syaratan istithaah kesehatan,”
ujar Ian dalam keterangan yang
diterima redaksi, Rabu (28/10).

Pengecekan status keberang-
katan dan informasi berhak
lunas dapat dilakukan melalui
laman https://haji.go.id/
e s t i m a s i - k e b e r a n g k a -
tan?tab=berhak-lunas. Jemaah

perlu menjalani pemeriksaan
kesehatan sesuai ketentuan
yang berlaku bagi seluruh
jemaah yang masuk alokasi
kuota. Penetapan istithaah
kesehatan menjadi syarat
sebelum pelunasan Bipih, dan
pemenuhan itu menjadi bagian
tahapan persiapan yang harus
dilalui jemaah.

Kemenhaj mengimbau je-
maah mempersiapkan kese-
hatan sejak dini dan mengikuti
pemeriksaan di fasilitas

kesehatan berwenang sesuai
prosedur yang ditetapkan
pemerintah. Jemaah juga
diminta mengikuti informasi
resmi mengenai jadwal,
mekanisme, dan ketentuan
pelunasan Bipih melalui kanal
resmi Kemenhaj. Koordinasi
dengan kantor Kemenhaj
setempat dapat dilakukan
bila membutuhkan
penjelasan lanjutan mengenai
status, jadwal, dan tahapan
persiapan haji.

“Kami mengimbau jemaah
agar mempersiapkan diri sejak
dini, baik dari sisi administrasi
maupun kesehatan. Pastikan
status keberangkatan telah
diperiksa dan ikuti tahapan
pemeriksaan kesehatan agar
proses penetapan istithaah
serta pelunasan dapat
dilakukan sesuai ketentuan,”
lanjut Ian. (AZM/RMID)

Modernisasi
Laboratorium

Kemenhaj Umumkan Alokasi Kuota Haji 2027

Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit tanggal 15 September 2026 pada
surat kabar harian Banten Pos dan pelaksanaan lelang sebelumnya tanggal 22 September 2026, PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi akan melaksanakan lelang Ulang Eksekusi
Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan
perantara KPKNL Tangerang I, terhadap asset jaminan debitur Jimmi Junaidi berupa :

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Jakarta, 29 Oktober 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi

• Sebidang tanah seluas 50 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya sesuai
SHM No 7547 an. Jimmi Junaidi terletak di Avizesa Residence Unit 8 A, Jalan Poncol Raya Nomor 77,
Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Syarat-syarat lelang:
1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara

mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada website
tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan,
pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang
berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada
KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2. Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini
terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi  08551003536.

(Harga Limit Rp.650.000.000, Setoran Jaminan Rp.70.000.000).

JAKARTA, BANPOS - Moder-
nisasi laboratorium jawab
tantangan pengawasan produk
obat dan makanan di tengah
perdagangan daring dan tran-
saksi lintas batas. Badan Pe-
ngawas Obat dan Makanan
mendorong sistem pengawasan
berbasis sains dan teknologi.
Langkah strategis disiapkan me-
lalui modernisasi laboratorium,
digitalisasi pengujian, dan kon-
sep Laboratorium Hijau ber-
sama Asian Development Bank.

Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat BPOM
Lynda K Wardhani mengatakan
proyek itu masuk Daftar Ren-
cana Prioritas Pinjaman Luar
Negeri atau Green Book 2026.
Transformasi difokuskan pada
tiga pilar utama yang digagas
BPOM. Pilar pertama mem-
perkuat kapasitas laboratorium
hijau di daerah melalui sarana,
prasarana, dan kompetensi
sumber daya manusia.

“Transformasi sistem penga-

wasan ini difokuskan pada tiga
pilar utama yang digagas
BPOM,” katanya.

Pilar kedua berupa digitalisasi
pengujian dan integrasi data
melalui Laboratory Information
Management System nasional.
Sistem itu memperkuat keterte-
lusuran data, efisiensi kerja, dan
ketepatan pengambilan ke-
putusan. Pilar ketiga mengem-
bangkan konsep Green Labo-
ratory untuk efisiensi energi dan
operasional berkelanjutan.

Lynda menyampaikan apre-
siasi kepada ADB Indonesia
Resident Mission atas kun-
jungan media ke Balai Besar
POM di Makassar. Kegiatan itu
memperkuat pemahaman mitra
pembangunan, media, dan ma-
syarakat mengenai pengawasan
obat dan makanan. Media di-
nilai mitra strategis memperluas
edukasi dan literasi masyarakat.

“Keterlibatan media menjadi
sangat krusial karena media
merupakan mitra strategis

BPOM,” tambahnya.
Sebanyak 10 jurnalis dari

media nasional dan asing
menyaksikan proses pengujian
di laboratorium BBPOM Ma-
kassar. Para jurnalis mendapat
penjelasan langsung mengenai
fungsi pengawasan BPOM
secara komprehensif. BBPOM
Makassar dipilih sebagai lokus
utama pembangunan laborato-
rium karena posisinya strategis
di kawasan timur Indonesia.

ADB Indonesia Resident
Mission Bobur Alimov menyata-
kan Makassar menghubungkan
Sulawesi dan wilayah timur
Indonesia. Ia menilai pem-
bangunan regional itu penting
bagi Indonesia Timur yang
memiliki potensi besar. Makassar
merupakan jembatan bagi Timur
Indonesia dan salah satu pusat
metropolitan terbesar.

“Makassar merupakan jem-
batan bagi Timur Indonesia dan
merupakan salah satu pusat
metropolitan terbesar di Indo-

nesia,” ungkap Bobur Alimov.
Kepala BBPOM di Makassar

Yosef Dwi Irwan Prakasa
menjelaskan BPOM berperan
sentral sebagai garda terdepan
ekosistem kesehatan nasional.
BPOM memastikan produk obat,
suplemen, kosmetik, dan pangan
olahan memenuhi standar keama-
nan, khasiat, dan mutu. Penga-
wasan bersifat full spectrum dari
pre-market hingga pro-justitia.

“Pengawasan BPOM bersifat
full spectrum yang merupakan
satu kesatuan siklus mata rantai
pengawasan yang tidak
terpisahkan,” tegas Yosef.

Rangkaian pengawasan kom-
prehensif itu menjadi bukti
komitmen BPOM menjaga kese-
hatan publik. Melalui penguatan
kelembagaan dan modernisasi,
BPOM berharap kemitraan
strategis terus dikembangkan.
Output kemitraan diharapkan
meningkatkan perlindungan
masyarakat dari risiko produk tidak
sesuai ketentuan. (ANT/AZM)

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko Jawab Tantangan Pengawasan Lintas Batas

Dirjen Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan
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KEPOLISIAN BONGKAR

MAFIA BERAS SPHP
Kemenkop Targetkan
Tahun 2027 Koperasi
Miliki Kilang Minyak

Penyaluran KUR di Jawa-Bali-Nusa Tenggara Belum Merata

JAKARTA, BANPOS - Kementerian
Koperasi menargetkan gerakan
koperasi nasional memiliki kilang
minyak goreng sendiri pada 2027
sebagai bagian dari upaya mem-
perkuat hilirisasi industri kelapa
sawit dan meningkatkan nilai tam-
bah bagi petani.

Dalam Pertemuan Nasional
Petani Kelapa Sawit Indonesia
yang digelar Asosiasi Petani Ke-
lapa Sawit Indonesia (Apkasindo)
di Jakarta, Rabu (28/10), Menteri
Koperasi Ferry Juliantono meng-
atakan koperasi petani sawit perlu
memperluas kegiatan usaha dari
pengelolaan perkebunan hingga
pengolahan hasil menjadi produk
bernilai tambah, termasuk minyak
goreng.

“Melalui strategi penguatan
ekonomi kerakyatan, Kemenkop
mendorong koperasi agar tidak
lagi berhenti pada pengelolaan
kebun hulu, melainkan mandiri
membangun pabrik crude palm
oil (CPO) hingga kilang minyak
goreng sendiri,” kata Ferry dalam
siaran pers kementerian.

Ferry menyebut pengem-
bangan hilirisasi berbasis koperasi
diperlukan agar petani mem-
peroleh manfaat ekonomi yang le-
bih besar dari rantai industri sawit,
yang selama ini didominasi
korporasi besar.

Ia mencontohkan koperasi di
Musi Banyuasin, Sumatera Sela-
tan, yang telah mengelola pabrik
CPO berkapasitas 60 ton per jam
sebagai salah satu model peng-
embangan industri sawit berbasis
koperasi.

Menurut Ferry, produk minyak
goreng yang nantinya dihasilkan
koperasi direncanakan dipasar-
kan melalui jaringan Koperasi De-

sa/Kelurahan Merah Putih
(KDKMP).

“Jadi, pasarnya sudah punya,
outlet-nya sudah punya. Kita bisa
bayangkan ada puluhan ribu out-
let Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih yang bisa menjual
minyak goreng milik koperasi sen-
diri,” ucap dia.

Selain mendorong hilirisasi,
Kementerian Koperasi juga
mengajak Apkasindo menjalin
kemitraan dengan PT Agrinas Pal-
ma Nusantara melalui skema
kemitraan plasma.

Kerja sama tersebut diarahkan
untuk melibatkan koperasi dalam
pengelolaan lahan hasil pener-
tiban Satgas Penertiban Kawasan
Hutan (PKH), sehingga nilai tam-
bah ekonomi dapat dinikmati
petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama,
Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Kepala Bap-
penas Rachmat Pambudy mene-
kankan pentingnya kekompakan
petani dan penguatan hilirisasi
untuk meningkatkan kese-
jahteraan petani sawit rakyat.

Rachmat meminta para petani
plasma menjaga solidaritas, ter-
masuk dalam menjaga stabilisasi
harga Tandan Buah Segar (TBS) di
tingkat petani agar tidak mudah ter-
giur menjual murah ke pihak luar.

Sementara itu, Ketua Dewan
Pembina DPP Apkasindo, Jen-
deral TNI (Purn) Moeldoko mene-
gaskan komitmen asosiasi dalam
menjalankan dua fungsi strategis
organisasi: sebagai mitra pe-
merintah dalam mengawal re-
gulasi yang berpihak pada petani
dan menjadi jembatan antara ke-
pentingan petani, pengusaha dan
negara.(ANT/RUS)

JAKARTA, BANPOS - Menteri Per-
tanian Andi Amran Sulaiman me-
minta kepolisian membongkar mafia
beras Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan (SPHP) hingga ke akar
setelah menemukan dugaan peng-
oplosan beras bersubsidi menjadi
beras premium di Jakarta Timur.

Amran menegaskan peng-
ungkapan perkara tidak boleh ber-
henti pada pelaku yang telah dia-
mankan apabila penyelidikan ma-
sih menemukan keterlibatan ja-
ringan lain dalam distribusi mau-
pun pengemasan beras bersubsidi
tersebut.

"Kalau bisa dibongkar sampai
akar-akarnya. Kami sebagai Men-
teri Pertanian, kami memohon ke-
pada Pak Kapolres, kepolisian, ini
dibongkar sampai akar-akarnya,"
kata Mentan di sela sidak di Toko/
Rumah Beras Kayumanis di Jalan
Kayumanis X No.46A RT 07 RW 01
Pisangan Baru Matraman Jakarta
Timur, Rabu (28/10).

Menurut Amran, aparat pe-
negak hukum perlu menelusuri
seluruh rantai distribusi mulai asal
beras, lokasi pengemasan, jalur pe-
masaran, hingga pihak yang mem-
peroleh keuntungan dari praktik
tersebut.

Ia menilai pembongkaran
jaringan mafia beras menjadi lang-
kah penting untuk memastikan
program stabilisasi pasokan dan
harga pangan benar-benar mem-
berikan manfaat kepada
masyarakat yang membutuhkan
secara berkelanjutan.

Amran menegaskan pemerintah
tidak akan memberikan toleransi
terhadap siapa pun yang terbukti
menyalahgunakan beras bersubsidi
karena tindakan tersebut merugikan
masyarakat sekaligus mengganggu
tata niaga pangan nasional.

Ia mengatakan informasi awal
mengenai asal beras mengarah pa-
da gudang Bulog di Kelapa Gading,
namun seluruh informasi tersebut
masih memerlukan pendalaman
melalui proses penyidikan
kepolisian.

Apabila ditemukan pegawai Ke-

menterian Pertanian ataupun pihak
lain yang terbukti terlibat, Amran
memastikan tindakan pemberhen-
tian serta proses hukum akan
dilakukan sesuai ketentuan per-
aturan berlaku nasional.

Ia juga mengapresiasi langkah
cepat Polres Jakarta Timur bersama
jajaran Intelkam yang dinilai ber-
hasil mengungkap dugaan pen-
yalahgunaan beras SPHP sebelum
peredarannya semakin meluas ke-
pada masyarakat.

Menurut Amran, penegakan hu-
kum terhadap mafia beras diperlu-
kan untuk memberikan efek jera
sekaligus memperkuat keperca-
yaan masyarakat terhadap program

pangan yang dijalankan pemerintah
secara berkesinambungan.

Amran berharap pengusutan per-
kara dilakukan hingga tuntas agar
seluruh pelaku bertanggung jawab
di hadapan hukum serta praktik
penyalahgunaan beras SPHP tidak
kembali terulang di kemudian hari.

Adapun Mentan melakukan ins-
peksi mendadak di dua lokasi du-
gaan praktik pengoplosan beras
Program Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan (SPHP) menjadi beras
premium di Jakarta Timur, guna
menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau
Rumah Beras Kayumanis, Jalan
Kayumanis X, Matraman, Amran

menemukan dugaan penyalah-
gunaan beras bersubsidi yang di-
pasarkan kembali sebagai beras
premium dengan harga lebih ting-
gi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran
bersama jajaran Polri melanjutkan
inspeksi mendadak ke kawasan Pa-
sar Induk Beras Cipinang untuk
menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi ini, Amran menduga
praktik pengoplosan di kawasan
Pasar Induk Beras Cipinang ber-
langsung dalam skala besar de-
ngan volume yang berpotensi
mencapai ribuan ton apabila dila-
kukan secara berulang setiap
hari.(ANT/RUS)

Pekerja mengoperasikan mesin untuk mengemas MinyaKita di salah satu distributor
kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten,

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Polri dalam sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan
Kayumanis X No.46A RT 07 RW 01 Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur, Rabu (28/10).

JAKARTA, BANPOS - Kementerian
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) mendorong pemerataan
penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan
Nusa Tenggara karena pembiayaan
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Wakil Menteri UMKM Helvi
Moraza, dalam keterangan di
Jakarta, Rabu (28/10) mengatakan,
wilayah Jawa, Bali, dan Nusa
Tenggara menyumbang Rp150,5

triliun atau sekitar 57 persen dari
total realisasi KUR nasional hingga
23 Oktober 2026.Namun,
penyaluran di regional tersebut
masih didominasi Pulau Jawa.

Ia menyebutkan, Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Jawa Barat men-
yumbang sekitar 78 persen,
sedangkan Bali, Nusa Tenggara
Barat (NTB), dan Nusa Tenggara
Timur (NTT) baru mencapai sekitar
12 persen.

“Dengan sisa waktu hingga akhir
tahun, saya mengajak seluruh
pemangku kepentingan untuk
mengakselerasi penyaluran KUR,

khususnya pada sektor produksi,
pencapaian target debitur baru,
dan pemerataan penyaluran di Bali
dan Nusa Tenggara,” ujar Helvi
dalam Rapat Koordinasi Pen-
yaluran KUR Regional Jawa, Bali,
dan Nusa Tenggara di Surabaya,
Selasa (27/10).

Ia menyampaikan, realisasi KUR
nasional hingga 23 Oktober 2026
mencapai Rp262,4 triliun atau 91
persen dari target Rp290 triliun,
dengan jumlah penerima
sebanyak 4,07 juta debitur.

Meski demikian, porsi pen-
yaluran KUR untuk sektor pro-
duksi di regional Jawa, Bali, dan
Nusa Tenggara baru mencapai 61,1
persen, masih di bawah target
nasional sebesar 65 persen.

Sementara itu, realisasi debitur
yang naik kelas atau graduasi baru
mencapai 64 persen dari target.

Untuk mengatasi tantangan

tersebut, Kementerian UMKM
mendorong peningkatan kesiapan
pelaku usaha dalam mengakses
pembiayaan melalui fasilitasi
penerbitan Nomor Induk Berusaha
(NIB), pendampingan pencatatan
keuangan, serta peningkatan literasi
pembiayaan.

Kementerian UMKM juga me-
minta pemerintah daerah lebih aktif
mengidentifikasi calon debitur
potensial dan memasukkan data
mereka ke Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP), sekaligus me-
metakan potensi industri daerah
agar penyaluran KUR lebih tepat
sasaran.

Helvi menegaskan perluasan
akses KUR tidak hanya berorientasi
pada penyaluran kredit, tetapi juga
harus memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat melalui pengem-
bangan usaha dan penciptaan
lapangan kerja.(ANT/RUS)

Masih Terkonsentrasi

di Jawa

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar Rapat Koordinasi
Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Selasa (27/
10).

ANTARA

ANTARA

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Koperasi Simpan Pinjam Buana
Artha Prima, beralamat di The Dharmawangsa Square No. 365, Jl. Wijaya II No. 5, Kelurahan. Pulo, Kecamatan.
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Pasal 6 UU Hak Tanggungan
dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, terhadap asset jaminan
debitur ROHMANI sebagai berikut:

PENGUMUMAN LELANG KEDUA

Syarat dan Ketentuan Lelang:
1. Lelang dilaksanakan secara terbuka (Open Bidding) dan peserta wajib memiliki AKUN yang telah terverifikasi

pada website www.lelang.go.id. Syarat dan Ketentuan serta tata cara Lelang dapat di lihat pada menu “Tata
Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada Alamat website diatas.

2. Objek Lelang dijual apa adanya (as is) dengan segala konsekuensi biaya terunggak atas obyek lelang
peserta Lelang di anggap mengetahui kondisi objek Lelang dan bertanggung jawab atas objek yang dibeli dan
peserta Lelang dapat melihat objek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

3. Penawaran Lelang dimulai paling sedikit dengan nilai limit & dapat dikirimkan berkali-kali hingga batas
waktu penawaran.

4. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) dan Jaminan harus sudah efektif 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan Lelang pada tanggal 12 November 2026.

5. Pelunasan & Bea Lelang di bayarkan oleh pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pelaksanaan Lelang.

6. Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Lelang di tanggung oleh pemenang Lelang.
7. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan Lelang atas objek Lelang, peserta Lelang tidak

dapat melakukan tuntutan dalam bentukan apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Serang dan
Koperasi Simpan Pinjam Buana Artha Prima.

8. Informasi mengenai objek Lelang, calon peserta dapat menghubungi Panitia Lelang di KSP Buana Artha
Prima, The Dharmawangsa Square No.365, Jl. Wijaya II No.5, Kelurahan. Pulo, Kecamatan. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan di nomor Hp 081299858116 (Sdr. ALI) & 081310152424 (sdri Listi).

Pelaksanaan Lelang

Objek Lelang Nilai Limit Jaminan Penawaran Lelang

Rp. 2.110.600.000 Rp. 211.060.000

Sebidang Tanah Berikut Bangunan SHM NO. 762 luas
490 M2 di Jalan BSI Lingkar Sepang Rt.002 Rw. 001,
Kelurahan. Sepang, Kecamatan. Taktakan,
Kabupaten. Serang - Banten atas nama ROHMANI

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :
Hari & Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Waktu Penawaran : Sejak Tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 12 November 2026 pukul 09:30 WIB (Sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL SERANG ( Jalan Raya Serang- Cilegon KM.3 Legok Serang ,

Ruang E Auction
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Jakarta, 29 Oktober 2026

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT.Bank Jabar Banten
Syariah Cabang Bekasi akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran Lelang
dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang (e-auction) dengan perantaraan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, terhadap aset jaminan hutang debitur atas nama
LIAWATI RATNA WARDANI, sebagai berikut:

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Satu bidang Tanah seluas 2000 m2 dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai SHM No.1904 dan
SHM No.1905 terdaftar atas nama LIAWATI RATNA WARDANI terletak di Cipare Tegal Rt.04 Rw.14 Kelurahan
Cipare Kecamatan Serang. Kota Serang, Provinsi Banten.

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id, syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti

lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website
tersebut.

2. Objek Lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila Karena sesuatu hal
terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas,
pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk
apapun kepada KPKNL Serang dan PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bekasi.

3. Informasi dapat menghubungi KPKNL Serang Tlp (0254) 201999 atau PT. Bank Jabar Banten Syariah
Cabang Bekasi Ruko Sentra Niaga Kalimalang Jl Ahmad Yani Blok A5 No.10, 11, 12 Kelurahan Kayuringin
Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa barat 17144, Tlp (021) 8811341.

Keterangan :
Nominal Setoran Jaminan yang disetorkan ke Rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal
setoran jaminan yang disyaratkan.
Setoran Jaminan harus sudah efektif diterima oleh Kantor KPKNL Serang selambat-lambatnya 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan lelang.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme PERBANKAN menjadi beban Peserta Lelang.
Calon peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang sejak diterbitkannya pengumuman lelang.

Nilai limit Rp 5.900.000.000,- dan Jaminan Lelang Rp 1.180.000.000,-

Pelaksanaan Lelang:
Cara Penawaran : Melalui Aplikasi Lelang Internet (Open Bidding)
Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Kamis, 12 November 2026, Pukul 10.15 WIB (Sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang

Jl. Raya Serang-Cilegon Km.3 Legok Serang Ruang Lelang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang

Bekasi, 29 Oktober 2026
Ttd

PT.Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bekasi
KPKNL SERANG
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TANGERANG, BANPOS -  Masya-
rakat diimbau waspadai gejala
tuberkulosis (TBC) antara lain ba-
tuk berkepanjangan, demam, ke-
ringat malam, penurunan berat
badan tanpa sebab yang jelas, ser-
ta berkurangnya nafsu makan.

"Pemeriksaan sejak dini sangat
penting agar TBC dapat segera
dikenali dan ditangani dengan te-
pat," kata dr Andre Prawira, dok-
ter spesialis paru dalam ke-
terangannya di Tangerang, Rabu
(28/10).

Ia menjelaskan, tuberkulosis
merupakan penyakit infeksi yang
disebabkan oleh bakteri Myco-
bacterium tuberculosis. Penyakit
ini paling sering menyerang paru-
paru dan dapat menular melalui
udara ketika penderita TBC paru
mengeluarkan droplet saat batuk,
bersin, atau berbicara.

“Pasien juga perlu menjalani
pengobatan secara teratur hingga
tuntas sesuai anjuran dokter un-
tuk meningkatkan keberhasilan
terapi dan mencegah penularan,

menjadi pesan penting dalam
edukasi penanganan TBC,"
ujarnya.

Bagi pasien dengan penyakit
kardiovaskular, penanganan
kondisi kesehatan secara men-
yeluruh menjadi hal yang penting,
termasuk apabila terdapat infeksi
TBC. Koordinasi pelayanan sesuai
kebutuhan medis membantu
mendukung perawatan yang
tepat dan aman bagi pasien.

Melalui Poli Tuberkulosis, pa-
sien dapat memperoleh kon-
sultasi dokter, pemeriksaan pe-
nunjang sesuai indikasi, peng-
obatan berdasarkan diagnosis,
serta pemantauan perkem-
bangan kondisi dan efek sam-
ping obat.

"Edukasi kepada pasien dan
keluarga juga menjadi bagian
penting untuk mendukung ke-
patuhan pengobatan dan men-
cegah penularan," ujar Andre
Prawira yang bertugas di RS Jan-
tung dan Pembuluh Darah Hara-
pan Kita.(ANT/RUS)

Masyarakat Diimbau
Waspadai Gejala TBC
dari Batuk
Berkepanjangan

Skrining TBC di Kota Tangerang oleh petugas medis Dinas Kesehatan untuk menekan
penyebaran di masyarakat.

Kepala Seksi Bina Hukum DLHK Kabupaten Tangerang, Sandi Nugraha memberikan keterangan resmi kepada awak media di Tamgerang, Banten.

TANGERANG , BANPOS - Wakil
Ketua III DPRD Kota Tangerang,
Turidi Susanto, menekankan
kepada BNN dan Pemkot Tang-
erang untuk menggencarkan pen-
cegahan penyebaran narkoba di
wilayah ini.

Menurutnya dengan beragam-
nya jenis narkoba saat ini perlu pen-
yuluhan lebih dalam kepada
masyarakat agar mengetahui jenis
narkoba yang ada termasuk modus
dalam penyebaran.

"Kita ketahui jenis narkoba
modern ini sangat beragam, jadi
perlu penyuluhan lebih dalam dan
serius kepada masyarakat. Selain itu
kita juga terus menggandeng ins-
tansi seperti BNN dan Kesbangpol
serta kecamatan dan kelurahan,"
kata Turidi dalam acara Pen-
cegahan, Pemberantasan, Pen-
yalahgunaan, dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) yang dilaksana-
kan di aula Kelurahan Tanah Tinggi,
Kota Tangerang, Rabu (28/10)

Penyuluh Narkoba Ahli Muda
BNN Kota Tangerang, Desti Pratiwi
menuturkan, BNN bersama Pe-
merintah Kota (Pemkot) Tangerang
membuat program desa bersinar,
ketahanan keluarga, dan ketahanan
diri remaja yang dilaksanakan di
seluruh kelurahan di Kota Tangerang.

"Kami memfokuskan bagaimana
caranya mencegah narkoba itu
dimulainya dari rumah, bagaimana
kita melindungi anak-anak kita dari
narkoba supaya mereka ke depan
jika punya uang sendiri tidak ada
keinginan untuk membeli dan
mencoba narkoba," terangnya.

Lurah Tanah Tinggi Dewi Ratna
Wati menerangkan peserta yang
mengikuti sosialisasi P4GN diikuti
oleh 100 peserta yang terdiri dari
masyarakat tanah tinggi.

Menurutnya, masyarakat yang
dilibatkan diharapkan mampu
menjadi pertahanan keluarga untuk
menghindari anak-anaknya dari
bahaya narkoba yang ada.

"Kami libatkan dari mulai RT,
RW, kemudian dari kader, tokoh
masyarakat, tokoh agama, serta
para pemuda-pemudi yang ada di
Kelurahan Tanah Tinggi. Peran

peserta ini kami harapkan dapat
memberikan dampak yang baik
bagi lingkungan Kelurahan Tanah
Tinggi agar terhindar dari
narkoba," ujar Dewi.(ANT/RUS)

DPRD Minta BNN Gencarkan Pencegahan
Narkoba di Tangerang

TANGERANG, BANPOS - Peme-
rintah Kabupaten Tangerang, me-
nerima dana hibah internasional
senilai Rp750 juta dari Bloomberg
Philanthropies atas komitmen dan
konsistensi dalam menjaga kualitas
lingkungan hidup.

"Dari sisi lingkungan alham-
dulillah kita mendapatkan support
dalam bentuk hibah sebanyak
40.000 US dolar atau sekitar Rp750
juta. Ini membuktikan bahwa pe-
merintah daerah bersama ma-
syarakat peduli terhadap situasi
dan kondisi lingkungan, termasuk
kualitas udara dan air," kata Bupati
Tangerang Moch Maesyal Rasyid
di Tangerang, Rabu (28/10).

Ia mengatakan apresiasi global
ini menempatkan Kabupaten Tang-
erang bersama kota lainnya sebagai

tiga wilayah di Indonesia yang ber-
hasil mendapatkan hibah ling-
kungan tersebut.

Dia juga bilang, dana hibah terse-
but nantinya akan diperuntukkan
bagi para pemenang lomba dan pro-
gram lingkungan yang digagas oleh
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Tang-
erang, yang melibatkan berbagai ele-
men mulai dari institusi sekolah
hingga kelompok pemuda.

"Ini membuktikan bahwa peme-
rintah daerah bersama masyarakatnya
peduli terhadap situasi kondisi
lingkungan termasuk masalah kualitas
udara maupun kualitas air," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bappeda
Kabupaten Tangerang Erwin Ma-
wandy merinci bahwa anggaran ter-
sebut akan disalurkan kepada 12

pemenang akhir setelah melalui
proses seleksi ketat dari 40
proposal hasil penelitian atau
inovasi penanganan lingkungan
yang dikurasi oleh dewan juri.

"Dari 40 proposal, diperas sam-
pai 18, hingga akhirnya muncul 12
pemenang. Pascahari ini, kami
dari Bappeda akan melakukan
kunjungan langsung ke 12 pe-
menang tersebut untuk mem-
persiapkan seluruh syarat
administratif dan teknis," ujarnya.

Ia menargetkan pencairan da-
na hibah dapat terealisasi pada
pertengahan November 2026, se-
hingga nantinya bisa langsung
mengimplementasikan gagasan
lingkungan yang telah dipresen-
tasikan.

Adapun ragam inovasi yang

diusung oleh 12 pemenang ter-
sebut sangat bervariasi, di an-
taranya pembuatan eco-enzim,
perancangan alat pemantau kua-
litas udara mandiri, hingga
pembuatan lubang biopori untuk
pengendalian banjir.

Erwin menambahkan, proses
penjurian dan kurasi proposal
dilakukan secara independen
oleh akademisi dari perguruan
tinggi seperti Universitas Pelita
Harapan (UPH) dan Universitas
Multimedia Nusantara (UMN),
serta melibatkan unsur Bappeda
dan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tangerang.

"Terus kemudian pada saat
mengurasi juga dari pihak Bloom-
berg Philanthropies ikut serta,"
kata dia.(ANT/RUS)

Maesyal Terima Rp750 Juta dari Bloomberg
Untuk Inovasi Lingkungan

TANGERANG, BANPOS -  Dinas
Lingkungan Hidup dan Keber-
sihan (DLHK) Kabupaten Tang-
erang setempat sedang menyoroti
banyak kawasan industri di daerah
itu belum memiliki instalasi
pengolahan air limbah (IPAL)
terpadu atau komunal.

Kepala Seksi Bina Hukum DLHK
Kabupaten Tangerang Sandi
Nugraha di Tangerang, Rabu (28/
10) mengatakan berdasarkan data
hasil pemantauan terdapat 10 ka-
wasan industri di daerah tersebut,
baru dua kawasan memiliki IPAL,
yakni Kawasan Griya Idola dan Ka-
wasan Citra Marga Mulya di
Balaraja.

"Kawasan industri yang ada di
Kabupaten Tangerang yang mak-
sudnya sudah memiliki IPAL ter-
padu itu ada dua, Griya Idola sama
Kawasan Citra Marga Mulya di
Balaraja," katanya.

Berdasarkan ketentuan, kata
dia, penyediaan IPAL komunal sa-
lah satu persyaratan wajib dalam
pembentukan kawasan industri.

Namun, dalam praktiknya sering
ditemukan kebijakan khusus atau
rekomendasi tertentu dari peme-
rintah pusat yang memberikan
tenggat waktu pembangunan IPAL

setelah izin diterbitkan.
Menurutnya, adanya kendala

tersebut sering memicu persoalan
di lapangan ketika batas waktu
yang ditentukan telah terlewati,
namun fasilitas pengolahan lim-
bah belum juga rampung semen-
tara izin usaha kawasan sudah
terbit.

"Makanya kita bersurat. Kalau
kita dari sisi pengendalian pence-
marannya terkait lingkungan hi-
dup, nah kalau dari instansi
perdagangan itu terkait dengan
izin usaha kawasannya," katanya.

Dia mengatakan upaya peng-
awasan lintas sektor harus diper-
kuat agar aturan pemenuhan
fasilitas pengolahan limbah dapat
ditegakkan secara tegas.

DLHK Kabupaten Tangerang
mendorong kementerian terkait
bersama instansi pembina sektor
perindustrian untuk meng-
evaluasi kembali izin usaha kawa-
san yang mengabaikan komitmen
lingkungan.

"Kalau memang dalam jangka
waktu tertentu tidak dikerjakan
atau dijalankan, tentu bisa di-
berikan sanksi hingga pencabutan
izin usaha kawasannya," kata
dia.(ANT/RUS)

ANTARA

Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto saat memberikan paparan
dalam acara Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan di aula Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang,
Rabu.


